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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang ditujukan untuk menjawab
pertanyaan tentang bagaimana praktik pekerja anak pada pengrajin songkok Di
Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan
bagaimana analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada pengrajin songkok
di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.
Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola
pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan anak yang
bekerja pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik dibagi menjadi 2 hal, yakni: anak yang membantu
orang tuanya bekerja pada pengrajin songkok, anak tersebut hanya sebatas
membantu orang tuanya tanpa ada imbalan atau akad sebelumnya. Kemudian
yang kedua anak yang bekerja secara langsung pada pengrajin songkok tanpa
perantara orang tuanya, dalam praktiknya mereka bekerja sebagai karyawan.
Perekrutan karyawan memakai sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PPKWTT) dan perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Para anak bekerja di
bagian ningkemi, ngerakit, dan memotong bludru. Pekerjaan dilakukan secara
borongan dan dapat dilakukan kapan saja. Oleh karena itu anak dapat melakukan
pekerjaan secara fleksibel tanpa menganggu proses belajar dan bermain. Kedua,
Secara yuridis praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik boleh dilakukan karena hak
anak didalamnya tetap terpenuhi dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan
pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Akan tetapi ada sebagian yang belum sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti tidak adanya izin
tertulis dari orang tua atau wali, tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha
dengan orang tua atau wali, tidak ada pembagian penempatan kerja yang jelas
bagi pekerja anak dan minimnya keselamatan kerja anak. Menyikapi hal tersebut,
perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar antara
pengusaha dan pekerja dapat mengetahui dan mengimplementasikan ketentuan
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak perlu diadakan penghapusan
karena pekerjaan yang dilakukan anak pada produksi songkok tidak termasuk
pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan dilarang bagi anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi para orang tua, hendaknya
lebih memperhatikan kewajibannya pada anak dengan memberikan nafkah yang
cukup bagi mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan
anak-anaknya agar tidak bekerja atau dipekerjakan. Selanjutnya bagi masyarakat
atau pengusaha, sebelum merekrut pekerja anak hendaknya dapat memperhatikan
terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mempekerjakan anak.
Ketika anak sudah bekerja, hargai mereka sehingga tidak ada kelakuan yang
semena-mena terhadap pekerja anak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” pernyataan tersebut
tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusi ini mempunyai makna
bahwasannya di dalam kehidupan baik dalam aspek kemasyarakatan,
kenegaraan, maupun pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas
hukum.

Rasa aman dan nyaman akan tercipta apabila hukum ditaati. Hukum
dibuat sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain itu
hukum juga berfungsi untuk menjaga ketertiban bersama. Masyarakat
memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum ini. Dengan
tingkat kesadaran hukum yang tinggi, penerapan hukum akan lebih bisa
dirasakan oleh khalayak ramai. Namun terdapat juga oknum yang tidak
menaati hukum dan peraturan tersebut. Salah satunya mengenai fenomena
pelanggaran terhadap hak anak.?

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik.
Kehadiran anak akan dinantikan oleh setiap pasangan. Anak merupakan

aset bangsa yang harus selalu dijaga dan dilindungi, jangan sampai mereka

1 Bagong Suryanto, Sosiologi Anak (Jakarta: Kencana, 2019), 92.



menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.? Sebagai penerus bangsa anak
harus diarahkan dengan baik agar kelak dapat menjadi individu yang
berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara.

Jika dilihat dari faktor usia, batasan anak diatur dalam pasal 1 angka
1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang
menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun atau anak yang masih dalam kandungan.” Disebutkan juga
pada pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, “Anak adalah setiap orang
yang berumur di bawah 18 tahun.” Dari pernyataan tersebut, seseorang
dapat dikatakan anak apabila usia mereka di bawah 18 tahun.

Salah satu masalah anak saat ini yang menjadi keprihatinan publik
adalah tentang maraknya isu pekerja anak. Isu tersebut berkembang karena
banyaknya kasus anak di bawah umur yang telah masuk pada dunia kerja.
Isu tersebut bukan sekedar anak yang melakukan pekerjaan lalu
mendapatkan upah, akan tetapi yang menjadi keprihatinan pada isu ini
adalah rentannya eksploitasi bagi anak yang bekerja, baik itu secara fisik,
moral, atau ekonomi. Tentunya kondisi tersebut akan menghambat proses
tumbuh kembang anak. Bahkan terdapat juga bentuk atau kasus anak yang

bekerja pada kondisi yang tidak bisa ditolerir.

2 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), 4.

3 Muhammad Joni dan Zulchaina Z, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi
Hak-Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.



Anak termasuk golongan yang rentan dilanggar haknya, karena itu
mereka memerlukan perlindungan hukum, pada pasal 1 angka 2 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”

Pada hakikatnya, anak adalah pelajar dan tugas mereka harusnya
belajar. Anak berhak mendapat kesempatan untuk meraih impian dan cita-
citanya. Akan lebih baik di usianya yang masih muda waktu mereka
sebaiknya digunakan untuk belajar dan bermain agar mereka selalu dalam
suasana yang damai. Anak yang bekerja akan rentan mengalami tekanan,
baik itu tekanan pekerjaan maupun tekanan dari keluarganya. Hal tersebut
tentunya akan berdampak negatif bagi anak.*

Fenomena pekerja anak harus disikapi dengan bijak, di Indonesia
sendiri upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan pemenuhan dan
perlindungan hak anak telah diatur dalam beberapa ketentuan, yakni:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4 Syamsuddin, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja (Jakarta: Departemen
Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), 1.



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi
ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Aspek yang berkaitan mengenai hak dan perlindungan anak hampir
keseluruhan diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, pada pasal 59 ayat (2) dijelaskan bahwasannya “anak
berhak mendapat perlindungan khusus dari kegiatan eksploitasi ekonomi

atau pekerjaan yang membahayakan kondisi anak.”

Demikian juga dengan aspek yang berkaitan dengan hak dan
perlindungan anak pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Hak dan perlindungan anak diatur pada pasal 68 hingga
pasal 75. Dalam pasal 68 disebutkan, “pengusaha dilarang mempekerjakan
anak”. Larangan tersebut dimaksud untuk melindungi hak anak yang
dijamin juga didalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya
pada pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Larangan mempekerjakan
anak dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak
anak. Karena sebaiknya waktu mereka digunakan untuk belajar guna

mendapatkan kesempatan mengembangkan harkat dan martabatnya



sehingga kelak dapat menggapai cita-cita yang sesuai dengan yang

diinginkan.

Pada masyarakat yang ekonomi keluarganya di bawah rata-rata,
motivasi anak untuk bekerja dapat terjadi karena keadaan terpaksa dan
dipaksa oleh orang tuanya atau karena inisiatifnya sendiri. Hal ini yang
sering dilalaikan para orang tua, mereka kurang mampu mengemban
tanggung jawab kepada anaknya, sehingga anak menjadi korban
keterdesakan ekonomi tersebut.® Hak anak untuk mendapatkan kebebasan,
kesejahteraan, pendidikan menjadi berkurang. Tenaga anak sangat
dibutuhkan, setidaknya dengan anak bekerja, anak dapat memenuhi
kebutuhan keluarganya atau kebutuhan hidupnya sendiri. Asalkan anak
yang bekerja tersebut masih mendapat kesempatan untuk belajar atau
sekolah dan juga dalam melakukan perkerjaan, anak tersebut masih dalam

batas kemampuannya.®

Pada pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memaparkan bentuk pekerjaan bagi
anak yang bekerja, pada pasal 69 ayat 1: “bagi anak yang berumur antara
13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan
dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Selanjutnya pada pasal 71 ayat 1,

pada pasal ini menyebutkan “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk

5 Bagong Suryanto, Sosiologi Anak ..., 94.
® Pandji Putranto, Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak (Jakarta: Rajawali Press, 1995),

15.



mengembangkan bakat dan minatnya”. Dari pemaparan tersebut, masalah
sebenarnya tidak pada anak yang bekerja melainkan adanya potensi untuk

pengeksploitasian anak oleh oknum yang mempekerjakan anak tersebut.

Dari uraian di atas, penulis menemukan suatu fenomana yang salah
satunya terdapat di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik karena di dusun tersebut terdapat beberapa anak yang
telah bekerja, termasuk anak yang bekerja pada pengrajin songkok. Di
ketahui bahwa mayoritas penduduk Dusun Bungah Desa Bungah mata
pencaharian utama masyarakatnya adalah berwirausaha, salah satunya
usaha songkok. Banyak merk songkok terkenal yang diproduksi di Dusun
Bungah ini, seperti Pintu Mas, Pondok Gede, Aswad, Dua Pendopo,
Sarang Burung dan masih banyak lagi. Banyaknya pengrajin songkok
tersebut nantinya akan memberi peluang lapangan pekerjaan. Tak tertutup
juga bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Fenomena ini sudah lama
terjadi di Dusun Bungah Desa Bungah, selain karena kurangnya sumber
daya manusia, tujuan pengrajin mempekerjakan anak di bawah umur juga
dimaksudkan untuk membantu perekonomian tetangganya. Tentunya hal
yang dilakukan pengusaha atau pengerajin songkok di atas, tidak sejalan
dengan aturan dasar yang ada pada pasal 68 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

“pengusaha dilarang mempekerjakan anak™.

Menurut pengamatan penulis terdapat beberapa faktor yang

menjadikan seorang anak turut membantu orang tuanya dalam hal



membantu mencari nafkah, Faktor itu adalah karena kurangnya
pendapatan ekonomi keluarga dan karena faktor lingkungan, dari kecil
anak-anak di Dusun Bungah memang diajarkan agar dapat membantu
orang tuanya, apalagi dengan banyaknya pengrajin songkok di Dusun
tersebut, tentunya akan dimanfaatkan menjadi peluang kerja bagi anak.
Adapun motivasi anak dalam bekerja ada yang ingin membantu orang tua,
ada yang ingin belajar dan memahami proses pembuatan songkok, dan ada
juga yang ingin mandiri serta tidak ingin terlalu bergantung pada orang
tuanya. Dari lingkungan keluarga, teman-teman sebaya tersebut,

muncullah peran anak untuk bekerja pada pengrajin songkok.

Dengan alasan-alasan di atas, anak berusaha untuk meringankan
beban orang tua dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya.
Namun semua yang dilakukan anak sifatnya hanya sekedar membantu
orang tua. Hal ini tentu saja membuat anak mempunyai dua tugas
sekaligus, yaitu sebagai pelajar yang tugasnya belajar dan membantu

orang tuanya mencari nafkah.

Mungkin fenomena ini tidak terjadi di Dusun Bungah Desa Bungah
saja, banyak desa lain yang juga terdapat anak bekerja guna membantu
mencari nafkah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji
fenomena ini guna mendapatkan kesimpulan akhir tentang praktik pekerja
anak pada pengrajin songkok tersebut dengan sebuah penelitian yang

berjudul Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin



B.

Songkok Di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten

Gresik.

Identifikasi dan Batasan Masalah

1.

Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat

beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

a.

b.

C.

Deskripsi pekerja anak guna memenuhi nafkah keluarga.
Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak.
Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja
anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan anak yang dilarang oleh Undang-
Undang.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan pekerja
anak.

Praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada pengrajin
songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah

Kabupaten Gresik.

Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini

terfokus maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:



a. Praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada pengrajin
songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah

Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun
Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada
pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah

Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah kegiatan penelitian untuk mencari bahan atau
topik pembahasan dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan.
Penelitian yang sudah pernah dilakukan atau bisa disebut penelitian
terdahulu memang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan
diangkat oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:



10

1. Skripsi yang ditulis oleh Eko Prasetyo yang berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Desa
Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.” Skripsi ini
menjelaskan bahwa motivasi anak bekerja disebabkan karena adanya
beberapa faktor. Pertama, karena anak ingin membantu orang tua.
Kedua, anak ingin mandiri dan ingin mencari uang sendiri. Ketiga,
anak ingin belajar untuk mengembangkan bakat dan minatnya pada
suatu pekerjaan. Beberapa faktor tersebut menjadi munculnya inisiatif
anak untuk membantu orang tua bekerja. Motivasi para orang tua di
Desa Wanglukulon Kecamatan Senori mempekerjakan anak
dimaksudkan untuk mendidik anak dan melatih anak membantu
perekonomian  keluarganya. Dari adanya hal-hal  tersebut
memunculkan 2 analisa hukum. Yang pertama, memperkerjakan anak
boleh dilakukan jika dengan tujuan mendidik, melatih anak dan yang
dikerjakan anak tidak membahayakan dirinya. Yang kedua, Tidak
bolen atau haram dilakukan apabila mempekerjakan anak dapat
beresiko dan mengakibatkan anak tereksploitasi, membahayakan jiwa
anak, dan menghambat perkembangan anak. Hal tersebut bertentangan
dengan maslahah mursalah, maka tindakan tersebut dilarang oleh
Hukum Islam.’

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini

terletak pada tema yang dibahas yakni tentang praktik pekerja anak

" Eko Prasetyo, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Desa
Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2009), 4.
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dan perlindungan hukumnya. Perbedaannya, terletak pada tinjauan
hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan Hukum
Islam sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif.

. Skripsi yang ditulis oleh Novi Triana Wati yang berjudul
“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambang Pasir Di
CV. Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam).” Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif yang didalamnya membahas
tentang praktik perlindungan pekerja anak pada CV. Mitra Murni
Sejati Blitar, selanjutnya data yang diperoleh di kaji dengan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum
Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktiknya sudah sesuai
dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, akan tetapi terdapat beberapa point terkait
persyaratan yang tidak terpenuhi, yakni tidak mendapatkan izin tertulis
dari orang tua atau wali dari pekerja anak, kemudian pemilik CV tidak
melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali pekerja anak
dan waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam.
Sedangkan kalau ditinjau dari Hukum Islam, praktik pekerja anak di
CV. Mitra Murni Sejati sudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam,
karena dalam praktiknya pemilik CV telah menerapkan perintah yang

dianjurkan dalam agama Islam. Pemberian keringanan pekerjaan bagi



12

para pekerja anak, pemberian gaji, rukun dan syarat dalam ljarah telah
terpenuhi.®

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini,
yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja
anak yang ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan
tinjauan hukum yang digunakan, penelitian Novi Triana Wati juga
membahasnya dari sudut pandang Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis olen Mahardika Kusuma Dewi yang berjudul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak
sebagai Buruh di Kota Makassar (Undang-Undang No.13 Tahun 2013
Tentang Ketenagakerjaan).” Penelitian ini membahas tentang macam-
macam pekerjaan anak yang diatur dalam Undang-undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga mengaplikasikan
penerapan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak
di bawah umur sebagai buruh. Dalam penelitian ini penulis
menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dirasa masih belum efektif dalam menangani
pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di Kota Makassar, karena

masih banyak beberapa pekerja anak yang bekerja di sektor industri

8 Novi Triana Wati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Penambang Pasir Di CV.
Mitra Murni Sejati Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 7.
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dan tidak satupun oknum yang mempekerjakan anak diberikan sanksi
pidana.®

Persamaan penelitian terletak pada tema yang sama membahas
pekerja anak. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Mahardika
Kusuma Dewi membahas tentang penerapan dari Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak
pidana yang mempekerjakan anak di bawah umur, sedangkan
penelitian penulis sekarang mengkaji dan menganalisis praktik pekerja
anak pada pengrajin songkok, yang mana sudah sesuai atau belum
dengan ketentuan yang ada.

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat
bahwasannya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari segi isi.
Hal tersebut merupakan sarana pendukung guna melengkapi penelitian ini
dan menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bukan
termasuk pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada

sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian
Dilihat dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun

Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

® Mahardika Kusuma Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak
Sebagai Buruh Di Kota Makassar (Undang-undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan)”
(Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), 5.
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2. Mengetahui analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada
pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah

Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian yang ditulis ini, semoga dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Teoritis
Menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca mengenai ilmu
hukum serta diharapkan dapat menjadi landasan teoritis dalam
menangani masalah pekerja anak, dan digunakan sebagai ilmu
pengetahuan untuk pengkajian penelitian selanjutnya.
2. Praktis
Diharapkan menjadi bahan yang digunakan pengusaha atau
pengrajin songkok dalam mempekerjakan anak agar para pekerja anak

juga memperoleh haknya.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis memberikan definisi
operasional sebagai berikut:
1. Analisis yuridis: kegiatan untuk memecah suatu permasalahan

kemudian ditelaah menggunakan perundang-undangan yang berlaku.

10 Pjus A Partanto dan M Dahlan Al Barri, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 1994). 29.
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Dalam hal ini menganalisis praktik pekerja anak pada pengrajin
songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan Dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak.

2. Praktik pekerja anak: suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang
yang belum berusia 18 tahun yang telah melakukan pekerjaan secara
rutin baik bekerja untuk orang tuanya maupun orang lain dengan
mengharapkan suatu imbalan atau tidak.'! Dalam penelitian ini pekerja
anak yang dimaksud adalah anak yang bekerja di pengrajin songkok
pada umur 14-16 Tahun.

3. Pengrajin songkok: pekerja terampil yang membuat dan menghasilkan
penutup kepala untuk digunakan ketika menghadiri upacara resmi,
seperti upacara perkawinan, sholat, dan juga digunakan sebagai
pelengkap baju adat. Adapun pengrajin songkok yang dimaksud di sini
penulis memilih pengrajin songkok merk Sarang Burung milik Mas

Hamdi.

11 Bagong Suryanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Kencana, 2010), 113.
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Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penulis akan
mengkaji suatu keadaan anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun
yang telah bekerja pada pengusaha penghasil penutup kepala (songkok)

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. Metode Penelitian
Dalam menyusun penelitian, penulis menggunakan beberapa metode
yang diantaranya meliputi:
1. Jenis Peneliitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)
atau penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan
informasi yang diperoleh langsung dari responden di lapangan. Dalam
hal ini usaha songkok merk Sarang Burung milik Mas Hamdi dan para
pekerjanya.
2. Data Yang Dikumpulkan
a. Gambaran praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun
Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang
meliputi tentang data pengusaha songkok yang mempekerjakan
anak, data anak yang bekerja pada pengrajin songkok, latar
belakang dan hal-hal yang memotivasi anak bekerja, jenis
pekerjaan yang dilakukan anak, waktu kerja dan kontrak kerja.
b. Data yang mengatur ketentuan peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang di dalamnya membahas pekerja anak.
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3. Sumber Data
Sumber data adalah suatu data atau objek yang ditemukan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:
a. Sumber primer
Data utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi
yang berkaitan dengan penelitian.'? Data primer yang diperoleh
peneliti berasal dari:
1) Anak yang bekerja pada pengrajin songkok.
2) Pengusaha atau pengrajin songkok.
3) Orang tua atau keluarga anak yang bekerja pada pengrajin
songkok.
b. Sumber sekunder
Merupakan sumber data pendukung yang berfungsi untuk
membantu memberikan data pelengkap yang nantinya akan
dikolerasikan dengan data primer. Data pendukung dapat berubah
informasi dari buku-buku, artikel, informasi dari orang lain, dan
dokumentasi. Adapun data-data pendukung yang digunakan
penulis dari buku-buku maupun literatur lain yang meliputi:
1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

12 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif (Surabaya:
Airlangga University Press, 2005), 129.
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3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan
Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk
Anak.
4. Populasi dan sampel
Berikut jumlah pengusaha/pemilik songkok yang
mempekerjakan anak di Dusun Bungah Desa Bungah:

Tabel 1.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No Jenis Populasi Jumlah Jumlah
Populasi Sampel
1. | Pengusaha songkok yang 3 1

mempekerjakan anak

2. | Pekerja anak 8 4
3. | Orang tua pekerja anak 8 4
Total 19 9

Pada pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik random
atau teknik pengambilan sampel secara acak. Adapun jumlah populasi
pengusaha/pemilik songkok yang mempekerjakan anak di Dusun
Bungah Desa Bungah terdapat sebanyak 3 orang, penulis hanya
mengambil 1 sampel untuk di observasi dan di wawancarai, dan

jumlah pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa
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Bungah terdapat sebanyak 8 anak. Penulis mengambil sampel

sebanyak 4 anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode,

diantaranya:

a.

b.

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melihat
secara langsung obyek yang diteliti guna dapat mendeskripsikan
apa yang dilakukan subyek di kegiatan tersebut.!® Penulis akan
melakukan pengamatan secara langsung ditempat produksi pemilik
songkok merk Sarang Burung yang beralamatkan di Dusun Bungah
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang nantinya
dapat mendeskripsikan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh
anak.
Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi antara dua
orang dengan cara bertukar informasi atau tanya jawab agar dapat
mengkontruksikan makna dari suatu topik yang dibahas. Dalam hal
ini, wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan:
1) Anak yang bekerja pada pengrajin songkok merk Sarang
Burung di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai

Yoga, Idhom, Ruddin, dan Diki.

13 1bid., 58.
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2) Pengusaha atau pengerajin songkok merk Sarang Burung,
dalam hal ini penulis akan mewawancarai Mas Hamdi.
3) Orang tua atau keluarga anak yang bekerja pada pengrajin
songkok.
c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperolen data guna
mendapatkan kesimpulan yang terarah. Dalam hal ini penulis
mengumpulkan data yang berkaitan dengan praktik pekerja anak,
berupa foto atau gambar anak yang bekerja dan foto hasil
perolehan kerja (slip gaji), kemudian penulis akan membaca serta

mengkaji dengan perundang-undangan yang berlaku.

6. Teknik Analisis Data

Hasil kesimpulan dari data yang telah terkumpul, selanjutnya
dianalisis menggunakan teknik kualitatif yang merupakan teknik
analisa dengan menguraikan secara deskriptif atau menunjukkan data
pada pembaca seolah-olah mereka dapat melihat dan merasakan apa
yang ditulis dalam penelitian ini. Kemudian dalam menarik suatu
kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif atau cara
berpikir dengan mengemukan dan menganalisis data yang bersifat
umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dalam praktiknya, data
mengenai praktik pekerja anak di Dusun Bungah Desa Bungah akan
dianalisa menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
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Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang
Pengesahan Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan Dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Untuk Anak.

Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami pembaca dengan mudah, dalam penelitian ini
gambaran pokok pembahasan akan di susun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, konsep ketenagakerjaan serta kewajiban orang tua
terhadap anak, didalamnya berisi tentang pengertian pekerja anak,
instrumen nasional pekerja anak di Indonesia dan kewajiban orang tua
terhadap anak.

Bab ketiga, fenomena praktik pekerja anak pada pengrajin songkok
di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik,
yang didalamnya berisi tentang gambaran umum Desa Bungah Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik (kondisi geografis, ekonomi, dan keagamaan),
pemilik songkok dan pekerja anak di Dusun Bungah Desa Bungah

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, praktik pekerja anak pada
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pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik dan orang tua pekerja anak pada pengrajin songkok di
Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Bab keempat, analisis yuridis terhadap praktik pekerja anak pada
pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik, yang didalamnya berisi tentang analisis praktik pekerja
anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik dan analisis yuridis terhadap praktik pekerja
anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik.

Bab kelima yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian

dan saran yang diberikan penulis.



BAB I1

KONSEP KETENAGAKERJAAN SERTA KEWAJIBAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK

A. Pengertian Pekerja Anak
1. Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau termasuk
anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan memaparkan bahwa ‘“anak adalah
setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”

Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan bahwa “orang belum dewasa adalah orang yang belum
berusia 21 tahun dan belum menikah.”

Menurut Kosnan, anak merupakan manusia yang muda umurnya,
muda jiwanya dan perjalanan hidupnya karena mereka mudah
terpengaruh oleh keadaan sekitar.'4

Mengenai batasan umur bagi anak, Bisma Siregar dalam

bukunya mengemukakan bahwasannya dalam masyarakat yang sudah

14 Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia (Bandung :Sumur, 2005), 113.

23
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mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun
atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada
usia tersebut anak bukan lagi tergolong anak tetapi sudah dewasa.®
Pekerja Anak

Pekerja anak adalah suatu bentuk atau kondisi anak melakukan
pekerjaan yang membahayakan bagi dirinya. Pekerja anak lekat
dengan istilah pengeksploitasian karena ketika melakukan pekerjaan
mereka memiliki resiko tereksploitasi atas tenaga mereka.*®

Saifur Rahman di dalam bukunya mengemukakan pekerja anak
merupakan anak yang berumur 4 hingga 18 tahun yang telah bekerja
pada suatu bidang pekerjaan yang pelaksanaannya dapat menyita
waktu anak sehingga tidak dapat mengeyam pendidikan secara normal
seperti anak-anak lain pada umumnya.t’

Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan “bahwa pekerja/buruh
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.” Kemudian pada pasal 1 angka 26 menyebutkan
“anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas)

tahun.”

15 Bisma Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali,

1986), 105.

16 Sulistyo dan Alan Boulton, Pekerja Anak: Manual Informasi Bagi Guru, Pendidik dan
Organisasi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009), 24.
17 Muhammad Saifur Rahman, Pekerja Anak (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), 6.
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Pada suatu jurnal yang ditulis Ibu Warsini, mengemukakan
bahwa anak yang bekerja dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok,
yakni:

a. Anak yang bekerja
Merupakan anak yang melakukan pekerjaan atas dasar
tanggung jawabnya kepada orang tua. Pekerjaan dapat dilakukan
semata-mata karena membantu orang tua dan pekerjaan tersebut
dapat melatih keterampilan anak, seperti melakukan pekerjaan
rumah, membantu orang tua bekerja di sawah dan lain-lain.
Pekerjaan tersebut dikategorikan pada pekerjaan ringan dan dapat
diartikan sebagai proses pengetahuan dan perkembangan anak
menuju dunia kerja. Kategori anak yang bekerja dapat
diidentifikasi dari hal berikut:
1) Anak yang membantu orang tuanya melakukan pekerjaan
ringan.
2) Adanya unsur pelatihan atau pendidikan.
3) Tetap masuk sekolah.
4) Pekerjaan dilakukan di waktu senggang atau waktu yang relatif
pendek.
5) Terjaga kesehatan dan keselamatannya.
b. Pekerja anak
Adalah anak yang melakukan pekerjaan dengan intensitas

tinggi dan beresiko mengganggu tumbuh kembangnya, seperti
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menghambat pendidikannya, membahayakan keselamatannya dan
lain-lain. Dapat dikatakan pekerja anak apabila memenuhi
indikator berikut:

1) Anak tereksploitasi.

2) Setiap hari bekerja.

3) Waktu sekolah terganggu atau bisa sampai tidak sekolah.

4) Pekerjaan yang dilakukan relatif panjang.

5) Resiko kecelakaan tinggi.'8

B. Instrumen Nasional Pekerja Anak di Indonesia

Anak merupakan suatu anugrah yang diberikan Tuhan kepada
makhluknya. Amanah yang diberikan Tuhan tersebut hendaknya dijaga
dengan baik, karena di dalamnya melekat suatu hak asasi manusia yang
harus dijunjung dan dilestarikan. Hak asasi anak yang paling mendasar
tercantum dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada
amandemen II yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.”

Anak sebagai penerus bangsa nantinya diharapkan memiliki jiwa
nasionalis dan berkemauan keras untuk memajukan bangsa. Untuk
mewujudkan hal tersebut, tentunya harus melibatkan banyak pihak.

Pemerintah, masyarakat, dan orang tua memiliki kewajiban untuk

18 Warsini, “Modul Penanganan Pekerja Anak: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI”,
Metodologi Pembelajaran, No. 02, Vol. 04, (November, 2005), 10.
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memberikan dan melindungi hak anak agar anak dapat berkembang secara
optimal.
Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa aturan hukum guna
memenuhi dan melindungi hak anak, yang mana sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan setelah
Indonesia meratifikasi konvensi hak anak, Undang-Undang ini di buat
untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hak anak. Sesuai
tujuannya, pada pasal 3 yang berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila usia mereka di
bawah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-
Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara umum
Undang-Undang Perlindungan Anak berisi tentang ketentuan
mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi, seperti identitas anak,
kebebasan anak, serta perlindungan anak dari berbagai eksploitasi dan

kekerasan. Anak yang masih dalam pengasuhan orang tua atau wali,
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berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi
baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, penganiayaan,
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.!® Setiap anak juga berhak
untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan
politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam
kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.?°

Undang-Undang Perlindungan Anak juga ditujukan untuk
mengatur perlindungan anak dalam situasi khusus, situasi khusus
tersebut disebutkan pada pasal 59 yakni:

Pasal 59
1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
Perlindungan Khusus kepada Anak.
2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada:
a) Anak dalam situasi darurat.
b) Anak yang berhadapan dengan hukum.
c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
f) Anak yang menjadi korban pornografi.
g) Anak dengan HIV/AIDS.
h) Anak korban penculikan, penjualan,dan/atau perdagangan.
i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.
J) Anak korban kejahatan seksual.
k) Anak korban jaringan terorisme.
I) Anak penyandang disabilitas.
m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
0) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait
dengan kondisi Orang Tuanya.

19 pasal 13 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
20 Pasal 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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Pekerja anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
masuk pada jenis atau kategori anak yang perlu mendapatkan
perlindungan khusus. Anak yang bekerja berpotensi mengalami
ekploitasi oleh oknum yang mempekerjakan mereka. Pada pasal
66 disebutkan bahwa pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja,
lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. Hal ini
ditujukan guna mengurangi atau mengahapuskan maraknya eksploitasi
anak. Semua anggota masyarakat dituntut agar tidak melibatkan anak
dalam perekonomian, melainkan semua masyarakat ikut serta dalam
mewujudkan perlindungan kepada anak.

Pada pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 35 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak memaparkan peran dunia usaha dalam
mewujudkan perlindungan anak dapat dilakukan melalui kebijakan
perusahaan yang berperspektif anak, kalimat tersebut mempunyai arti
bahwa para pelaku usaha seharusnya tidak perlu merekrut tenaga kerja
anak, apabila terlanjur terdapat anak yang bekerja di perusahaannya
maka harus sesuai dengan porsi yang sesuai dengan anak.

Adapun hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dilindungi
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

adalah sebagai berikut:
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Hak untuk hidup secara layak.

Secara layak mempunyai arti bahwa setiap anak berhak
mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara cukup seperti
pemenuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan.

Hak untuk berkembang.

Berkembang dalam artian anak berhak mendapatkan
pendidikan secara layak, bebas mengemukakan pendapat, bermain
dan istirahat secara cukup serta anak berhak menentukan agama
yang akan dianut dan lain-lain sekiranya dapat anak kembangkan
menjadi potensi mereka.

Hak untuk mendapat perlindungan.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang
dapat membahayakan mereka, seperti eksploitasi, diskriminasi,
kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan buruk lainnya.

Hak untuk berperan.

Setiap anak mempunyai hak untuk berperan dalam kehidupan
sehari-hari, di dalam bermasyarakat anak berhak bersosialisasi
dengan siapapun, anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya,
berhak untuk berekspresi dan berhak juga menjadi anggota dari
suatu kelompok atau organisasi.

Hak untuk memperoleh pendidikan.
Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemenuhan hak

anak dalam mendapatkan pendidikan, pemerintah akan membantu
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anak yang terisolir atau berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Untuk mewujudkan generasi yang unggul tentunya setiap anak
harus mendapatkan pendidikan secara layak.

Guna mewujudkan dan memenuhi perlindungan hak anak, dalam
pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak terdapat beberapa asas yang harus diterapkan, yakni sebagai
berikut:

a. Tidak diskriminasi.

Mempunyai artian bahwa perlindungan pada anak tentunya
tanpa membedakan agama, suku, etnik, ras, jenis kelamin,
golongan, bahasa, budaya, dan kondisi fisik maupun mental anak.
semua anak dipandang sama dan harus mendapat perlindungan
secara utuh.

b. Kepentingan terbaik bagi anak.

Adalah tindakan dari pemerintah, masyarakat dan negara
ketika membahas anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi
anak, hal tersebut menjadi pertimbangan utama ketika menyangkut
anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Mempunyai artian bahwa hak untuk hidup, kelangsungan
hidup dan perkembangan merupakan hak asasi anak yang paling
mendasar yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara.
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d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adalah pemberian penghargaan bagi anak-anak yang telah
berperan dan berpartisipasi menyatakan pendapatnya dalam
mengambil keputusan.?

Selain anak mendapatkan hak tersebut, anak juga mempunyai
tanggung jawab atas dirinya, yang mana disebutkan pada pasal
19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Setiap anak berkewajiban untuk :
menghormati orang tua, wali, dan guru,
mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,
mencintai tanah air, bangsa, dan negara,

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

®o0 o

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Merupakan ketentuan yang ditetapkan sebagai upaya untuk
memenuhi hak pekerja dan ditujukan sebagai perlindungan para tenaga
kerja dan keluarganya.?® Semua aspek ketenagakerjaan diatur secara
terperinci termasuk salah satunya larangan mempekerjakan anak.
Ketentuan mengenai pekerja anak di dalam Undang-Undang No
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diatur pada pasal 68 sampai
pasal 75. Pada dasarnya di pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan
tetapi, terdapat pengecualian pada pasal 68 tersebut. Undang-Undang

Ketenagakerjaan juga mengatur hak-hak pekerja anak, yakni:

21 pasal 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
22 Sulistyo dan Alan Boulton, Pekerja Anak: Manual Informasi Bagi Guru, Pendidik dan
Organisasi Pendidikan ..., 42.
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a. Usia anak yang diperbolehkan bekerja.
Anak yang diperbolehkan bekerja berusia antara 13-15 tahun.
Bentuk pekerjaan yang dilakukan anak dikategorikan dalam
pekerjaan yang ringan, dan pekerjaan tersebut tidak sampai
mengganggu perkembangan dan kesehatan anak.?
b. Syarat yang harus dipenuhi pengusaha ketika mempekerjakan
anak.
Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
pengusaha apabila mempekerjakan anak, yakni sebagai berikut:
1) Mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau wali anak.
2) Pengusaha telah melakukan perjanjian kerja dengan orang tua
atau wali anak
3) Waktu kerja yang dilakukan anak maksimal 3 jam.
4) Pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu
waktu sekolah.
5) Pekerjaan yang dilakukan menjamin keselamatan dan
kesehatan anak
6) Adanya hubungan kerja yang jelas antara pengusaha dengan
pekerja anak.

7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan.

23 pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada
usaha keluarganya, yakni tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam
persyaratan di atas.?

c. Anak bekerja guna mengembangkan bakat dan minatnya.

Mengembangkan bakat dan minat bertujuan agar anak
tersebut belajar dan agar kelak di kemudian hari mereka dapat
bekerja pada bidang yang di minati dan sesuai dengan kemampuan
masing-masing.

Memperkerjakan anak dalam bidang ini juga harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Orang tua atau wali mengawasi secara langsung pekerjaan yang
dilakukan oleh anak.

2) Waktu kerjanya maksimal 3 jam dalam sehari.

3) Pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu perkembangan
anak.?®

Dalam mengembangkan minat dan bakat tentunya anak harus
diberi kesempatan. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi pada
anak yang bekerja, pemerintah telah mengesahkan kebijakan
berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/V11/2004 Tentang
Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk
Mengembangkan Bakat dan Minat. Dalam kebijakan tersebut,

pekerjaan yang dilakukan anak harus memenuhi kriteria berikut:

24 Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
% pasal 71 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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1) Pekerjaan dapat dikerjakan oleh anak sejak usia dini.

2) Pekerjaan yang dilakukan diminati anak.

3) Pekerjaan dapat dilakukan dan sesuai dengan kemampuan
anak.

4) Dapat membuat anak berkreativitas dan sesuai dengan dunia
anak.?®

d. Tempat khusus bagi pekerja anak.
Antara pekerja anak dengan pekerja dewasa dipisahkan
tempat kerjanya.?’
e. Hak pekerja anak untuk tidak dilibatkan pada pekerjaan yang
buruk.
Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi:

1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian.

3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau

4) Seluruh pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan,

keselamatan, atau moral anak.?®

2% Warsini, “Modul Penanganan Pekerja Anak: Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI”,
Metodologi Pembelajaran, No. 02, VVol. 04, (November, 2005), 12-13.

27 pasal 72 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

28 pasal 74 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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Untuk mewujudkan dan melindungi hak pekerja anak agar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya diperlukan
kontribusi dari banyak pihak, tidak hanya dari pengusaha saja.
Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam melindungi
hak pekerja anak, termasuk dalam menanggulangi pekerja anak
yang bekerja di luar hubungan kerja. Seperti anak yang jualan
koran, penyemir sepatu dan sebagainya. Tujuan dari
penanggulangan tersebut untuk mengurangi atau menghapus
praktik anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

f. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja adalah jenis
perlindungan preventif yang diterapkan guna meminimalisir
timbulnya resiko kecelakaan dari pekerjaan yang dilakukan.
Adapun perlindungan tersebut secara umum mencakup:

1) Kesehatan dan keselamatan kerja,

2) Moral dan kesusilaan,

3) Perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan
agama.?

Perlindungan Kkerja secara teoritis dibagi menjadi 3 bagian,
yakni sebagai berikut:

1) Perlindungan sosial, yakni suatu perlindungan yang diberikan

karena adanya nilai kemanusiaan atau usaha kemasyarakatan,

2 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), 74.
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fungsinya agar pekerja dapat mengenyam dan mengembangkan
kehidupan sebagaimana mestinya. Perlindungan sosial ini dapat
berupa kesehatan kerja

Perlindungan teknis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan
upaya menjaga pekerja/buruh agar terhindar dari kecelakaan
saat bekerja. Dapat dikatakan sebagai perlindungan
keselamatan kerja dari resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan
yang dilakukan.

Perlindungan ekonomis, yakni perlindungan yang berkaitan
dengan usaha dalam memberikan upah atau penghasilan yang
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.

Perlindungan ekonomis ini sering disebut jaminan sosial.*°

Hak dan kewajiban pekerja dalam Undang-Undang No 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hak dan kewajiban para pekerja dalam ruang lingkup

Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan:

1)

Hak-hak pekerja.

a) Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

b) Pasal 6: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

% 1bid., 77.
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c) Pasal 11: “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh
dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui
pelatihan kerja.”

d) Pasal 31: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau
pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak
di dalam atau di luar negeri.”

e) Pasal 86 Ayat 1: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak
untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama.”

f) Pasal 88 Ayat 1: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”

g) Pasal 99 Ayat 1. “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

2) Kewajiban pekerja.
Dalam pasal 102 Ayat 2 menyebutkan:
“Dalam melaksanakan hubungan industrial,
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan

produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta
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ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan
kesejahteraan anggota beserta keluarganya.”

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi
ILO No 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 telah
meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak, selanjutnya di singkat BPTA.
Konvensi ini memberikan rincian tentang BPTA dan mengatur batasan
umur di mana pada pasal 2 menyebutkan istilah anak berarti semua
orang yang berusia di bawah 18 tahun.®* Oleh karena itu, bagi anak
yang belum berusia 18 tahun tidak boleh terlibat dalam
perekonomian.

Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dalam
konvensi ini dijelaskan pada pasal 3, yang mana mengandung artian
sebagai berikut:

a. Segala bentuk perbudakan atau praktek yang sejenis dengan
perbudakan, seperti perdagangan anak, perhambaan, perbudakan
akibat hutang serta anak yang bekerja secara terpaksa atau kerja
wajib, termasuk rekrutmen paksa atau wajib terhadap anak-anak

yang dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

31 Pasal 2 Konvensi ILO No 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999, 6.
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Pemanfaatan, penyediaan, penawaran anak yang di manfaatkan
untuk pelacuran, produksi pornografi, dan pertunjukan-pertunjukan
porno.

Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan
yang tidak semestinya, seperti dimanfaatkan untuk produksi dan
perdagangan obat-obatan terlarang.

Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaannya dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.*?

Sebagai pelaksanaan Ratifikasi ILO Nomor 182 Tahun 1999

mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, pemerintah

telah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002

Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA yang secara

khusus mendeskripsikan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, yang

meliputi anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi

seperti:

a.

b.

Anak-anak yang di lacurkan.

Anak-anak yang bekerja di pertambangan.

Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.

Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.

Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.

Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang

menggunakan bahan-bahan peledak.

32 pasal 3 ILO Konvensi ILO No 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, 1999, 7.
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g. Anak-anak yang bekerja di jalan.

h. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

I. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.

J.  Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan.

k. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan
pengangkutan kayu.

I. Anak-anak yang bekerja pada industri dan Kkegiatan yang
menggunakan bahan kimia berbahaya.

Dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di atas,
pemerintah Indonesia memusatkan empat sektor yang paling
diprioritaskan untuk Rencana Aksi Nasional Pengapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk terhadap Anak (RAN PBPTA) yaitu:33
a. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

b. Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersial.

c. Pekerjaan di sektor Pertanian/Perkebunan.

d. Anak jalanan yang beresiko diperdagangkan dan terlibat dalam
peredaran narkoba.

Dari berbagai bentuk pekerjaan tersebut, keseluruhan pekerjaan
diyakini telah membawa pengaruh buruk bagi anak dan telah
ditetapkan sebagai pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak.

Apabila anak sudah terlanjur terlibat dalam pekerjaan, atau dilibatkan

33 Keppres No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
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dan dipekerjakan dalam pekerjaan yang buruk, maka anak harus segera
dipindahkan atau dikeluarkan dari bentuk pekerjaan tersebut.

Dalam menghadapi masalah pekerjaan terburuk anak,
pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan juga membuat aturan
KEPMENAKERTRANS No. KEP 235/MEN/2003 Tentang Jenis-
Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau
Moral Anak, di dalam peraturan tersebut menyebutkan jenis pekerjaan-
pekerjaan yang membahayakan anak. Pekerjaan tersebut meliputi
pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya

biologis, dan membahayakan moral anak.3*

C. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan
ibu, yang terbentuk dari hasil suatu pernikahan yang sah dan membentuk
sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengasuh
dan memenuhi kebutuhan anak, serta membimbing anak agar dapat
tumbuh dan berkembang dengan baik supaya kelak anak siap dalam
mengarungi  kehidupan bermasyarakat. Adapun para orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya.

3% KEPMENAKERTRANS NO: 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.
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3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada Anak.*®
Di dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak, terdapat
beberapa kewajiban utama yang harus dilakukan oleh orang tua, yakni:
1. Memelihara dan mengasuh anak.

Para orang tua berkewajiban memberi kasih sayang dan merawat
anak dengan sebaik-baiknya dan semestinya bisa menjadi contoh yang
baik bagi anak. Orang tua juga wajib memberikan pendidikan dan
arahan yang benar serta memastikan kesejahteraan anak berada pada
prioritas yang harus diutamakan. Dengan begitu, anak juga dapat
merasakan kenyamanan sehingga terjalin hubungan yang harmonis di
dalam keluarga tersebut.3®

Bagi para orang tua yang kurang serius dalam memelihara dan
mengasuh anaknya dengan tidak memberikan pengetahuan serta
bimbingan tentang hal-hal positif, maka orang tua tersebut telah
sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sudah semestinya
anak berhak mendapatkan edukasi dari para orang tua, salah satunya

edukasi moral tentang pentingnya kewajiban dan anjuran yang harus

% Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang
No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3 Hammudah, dan Abd. Al- Ati, Keluarga Muslim (Surabaya : PT Bina limu, 1984), 256.
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dilakukan, agar anak juga tau mana yang sekiranya baik untuk
dikerjakan.®’
2. Menafkahi anak.

Menafkahi anak merupakan memenuhi kebutuhan anak secara
baik dan layak, nafkah tersebut dapat berupa makanan, tempat tinggal,
pakaian dan lainnya yang berhubungan dengan anak. Di dalam
memberikan nafkah, ayah dan ibu dapat saling melengkapi dan berbagi
tugas. Memberikan nafkah pada anak merupakan bagian dari
pemeliharaan anak yang bisa diartikan bukan hanya sekedar
pemenuhan dari kebutuhan jasmani akan tetapi juga pemenuhan
kebutuhan rohani.®

Dalam memenuhi kebutuhan harian anak, terutama kebutuhan
primer seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan. Selama anak
tersebut dikatakan masih di bawah umur dan belum mampu berdiri
sendiri, maka kewajiban nafkah tersebut merupakan tanggung jawab
orang tua. Kewajiban ini bersifat temporer (sementara waktu/tidak
selamanya). Dalam artian, apabila anak tersebut telah menikah atau
telah mampu dan dapat berdiri sendiri maka kewajiban orang tua
dalam menafkahi anak sudah tidak ada.>®

3. Memberi pendidikan terhadap anak.

37 Eko Prasetyo, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Desa
Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2009), 29.

3 Bagong Suryanto, Masalah Sosial Anak ..., 137.

%9 pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Pendidikan anak merupakan hal penting yang harus diperhatikan
para orang tua karena pendidikan merupakan modal dasar untuk
menyiapkan individu yang berkualitas. Para orang tua harus tau
potensi anaknya dari sejak anak itu lahir, potensi tersebut dapat berupa
potensi religius dan rasional. Proses pendidikan dilakukan guna
mengembangkan potensi yang dimiliki anak supaya dapat berkembang
dengan optimal.*°

Pendidikan terhadap anak dapat diselenggarakan melalui
beberapa jalur, terdapat jalur pendidikan formal, nonformal dan
informal. Pendidikan anak dalam bentuk formal dapat dilakukan
melalui sekolah, dimulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Pendidikan
anak yang diselenggarakan secara nonformal dapat berbentuk
kelompok bermain, taman penitipan anak, extrakulikuler, lembaga
kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat dan masih banyak lagi.
Kemudian pendidikan anak secara informal berbentuk pendidikan
keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, misal
pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan moral,
pendidikan sopan santun dan masih banyak lagi. Para orang tua
tentunya harus memfasilitasi kegiatan belajar anak tersebut.*

Secara edukatif di dalam mengasuh dan mendidik anak

dilingkungan keluarga memerlukan beberapa metode yang sesuai

40 Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender,
1999), 16.

41 Sulistyo dan Alan Boulton, Pekerja Anak: Manual Informasi Bagi Guru, Pendidik dan
Organisasi Pendidikan ..., 51-52.
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dengan tingkat perkembangan anak, metode tersebut dapat berupa
pendidikan melalui kebiasaan yang baik, pendidikan melalui nasihat
dan dialog dan juga pendidikan melalui pemberian penghargaan dan

hukuman.



BAB |11

FENOMENA PRAKTIK PEKERJA ANAK PADA PENGRAJIN
SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA BUNGAH KECAMATAN
BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten
Gresik
1. Profil Lokasi Penelitian
Desa Bungah adalah salah satu desa yang berada di utara
Kabupaten Gresik, dan merupakan salah satu dari 22 desa yang ada di
Kecamatan Bungah. Desa ini terkenal akan wilayah yang sarat akan
pendidikan formal maupun non formal. Banyak lembaga pendidikan
maupun pondok pesantren yang ada di desa tersebut. Mulai dari
lembaga yayasan Ponpes Qomaruddin, lembaga tersebut menaungi
pendidikan formal diantaranya dari tingkat PAUD hingga perguruan
tinggi, terdapat juga madrasah diniyah di dalam naungan yayasan
tersebut. Di Desa Bungah juga terdapat lembaga pendidikan formal
seperti SD Negeri SMP Negeri, MA Negeri, SMA dan SMK
Muhammadiyah. Untuk pendidikan non formalnya terdapat lembaga
kursus pendidikan seperti: Elfatta, Gama Cendikia, Primagama, SSC,
dan lembaga kursus lainnya milik individu. Terdapat juga Tempat
Pendidikan Al-Qur'an (TPA) seperti TPA Al-Munawaroh dan TPA Al-

Ikhlas. Selain lembaga kursus dan TPA juga terdapat banyak pondok

47
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pesantren diantaranya pondok pesantren Qomaruddin, pondok
pesantren Al-Islah, pondok pesantren Asy-Syafi'iyyah, pondok
pesantren Al-Harun, dan pondok pesantren Zainal Abidin.

Desa Bungah juga terkenal akan wilayahnya yang menjadi pusat
perekonomian dari desa-desa yang ada di sekelilingnya. Masyarakat
Bungah mempunyai kegiatan yang cukup produktif. Mayoritas mata
pencaharian masyarakatnya adalah berwirausaha. Dalam berwirausaha
terdapat berbagai macam usaha yang digeluti, mulai dari pengrajin
songkok, terbang (rebana, hadrah, banjari), dan pengrajin kayu yang
nanti hasilnya berupa lemari, meja, kursi, dekorasi rumah dan
sebagainya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa di desa tersebut
terdapat beberapa aktifitas yang cukup padat.

Letak Geografis

Secara geografis, Desa Bungah memiliki luas wilayah sekitar
292, 570 Ha yang terdiri dari tanah pegunungan di sebelah utara serta
lahan pertanian dan perikanan di sebelah selatan. Desa Bungah
menaungi 5 dusun yang terbagi dari 27 Rukun Tetangga (RT) dan 9
Rukun Warga (RW) yang masing-masing di kepalai oleh kepala dusun
(kasun). Untuk detail jumlah dusun serta jumlah RT maupun RW di
Desa Bungah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Dusun Dan Jumlah RT RW Desa Bungah

No Dusun Jumlah RT | Jumlah RW

1. Nongkokerep 13 4
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2. Bungah 7 2
3. Kaliwot 2 1
4. Dukuh 3 1
5. Karangpoh 2 1

(Sumber: Arsip data Desa Bungah)

Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memiliki
luas wilayah sekitar 292.570 Ha, yang terbagi dari:
a. Tanah hak milik: 3.258 Ha
b. Tanah hak pakai: 35 Ha
c. Tanah negara: 2.300 M3
d. Tanah pekarangan: 18.000 Ha
e. Tanah tegal/ladang: 200.440 Ha
f. Tanah kas desa: 5.600 Ha
g. Tanah kuburan: 3000 Ha
Desa Bungah berjarak 18 KM dari pusat pembelanjaan dan pusat
pemerintahan Kabupaten Gresik, serta berjarak 34 KM dari pusat
pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Desa Bungah sendiri memiliki
batas dengan desa-desa di sekitarnya, yang mana sebagai berikut:
a. Sebelah utara: berbatasan dengan Desa Kisik dan Abar-abir.
b. Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa Sembayat.
c. Sebelah timur: berbatasan dengan Desa Sukorejo.
d. Sebelah barat: berbatasan dengan Desa Sukowati.

3. Jumlah Penduduk
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Menurut data statistik desa, jumlah penduduk yang tinggal di
wilayah Desa Bungah di tahun 2019 berjumlah 6.950 jiwa. Jumlah
tersebut terdiri dari:

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk

No | Tanggal Jumlah Jumlah Jumlah | Jumlah
Laki-Laki | Perempuan | Total Kepala
(Orang) | Keluarga

(KK)
1 | 28/10/2016 3.318 3.583 6.901 1.834
2 | 10/05/2017 3.327 3.639 6.966 1.834
3 | 28/06/2018 3.341 3.583 6.924 1.832
4 | 13/09/2019 3.367 3.583 6.950 1.869

(Sumber: Arsip data Desa Bungah)

Dari jumlah di atas, keseluruhan masyarakat Desa Bungah
memeluk agama Islam. Di bawah ini data kependudukan yang dilihat
dari kelompok agama.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama

No Agama Laki-Laki Perempuan
1. Islam 3.367 3.583
2. Katolik - -

3. Protestan - -

4. Hindhu - -

5. Budha - -

(Sumber: Arsip data Desa Bungah)
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Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Desa Bungah
per-tahunnya semakin meningkat dan di tiap tahunnya jumlah wanita
lebih banyak dari laki-laki, dengan total jumlah jiwa pada tahun 2019,
laki-laki berjumlah 3.367 jiwa dan perempuan berjumlah 3.583 jiwa.
Selanjutnya di tabel kelompok agama, sebagian besar masyarakat Desa
Bungah memeluk agama Islam, hal ini lumrah terjadi karena di Desa
Bungah sendiri sangat kental akan budaya Islam. Dilihat dari
bangunannya juga sudah banyak berdiri pondok pesantren. Di Desa
Bungah sendiri terdapat tempat ibadah sebanyak 2 masjid dan 10
musholla yang tersebar di seluruh penjuru desa.

Masyarakat Desa Bungah juga sangat mementingkan pendidikan.
Mereka sudah memahami arti pendidikan sebab dengan adanya
pendidikan tiap individu dapat memperbaiki kualitas dirinya sendiri.
Kualitas sumber daya manusia inilah yang mampu mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan desa agar lebih baik lagi. Adapun
tingkat pendidikan masyarakat Desa Bungah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1. Tamat SD 1.348 orang
2. Tamat SMP 1.337 orang
3. Tamat SMA 2.715 orang
4. Tamat Perguruan Tinggi 736 orang
5. Putus sekolah 284 orang
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6. Lain-lain 530 orang

Jumlah 6.950 orang

(Sumber: Arsip data Desa Bungah)

4. Kondisi Ekonomi
Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu tentunya
perlu bekerja. Di Desa Bungah sendiri ekonomi masyarakat bersumber
dari berbagai macam pekerjaan. Adapun mata pencaharian masyarakat
Desa Bungah adalah sebagai berikut:
a. PNS: 437 orang.
b. Wiraswasta: 628 orang.
c. Buruh pabrik: 572 orang.
d. Petani: 209 orang.
e. Peternak: 65 orang.
f. Pedagang: 351 orang.
g. Pengrajin: 1.332 orang.

h. Dokter/bidan: 7 orang.

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa pekerjaan
masyarakat Desa Bungah mayoritas adalah sebagai pengrajin yang
setiap tahunnya menghasilkan berbagai kerajinan secara inovatif,
selanjutnya ada buruh pabrik. Gresik sendiri mempunyai julukan kota
industri, hal ini dikarenakan banyak pabrik yang berdiri di wilayah
Kota Gresik. Masyarakat sadar dengan adanya banyak pabrik tersebut

yang nantinya akan memberi peluang lapangan pekerjaan. Oleh karena
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itu banyak masyarakat Desa Bungah yang ikut bekerja sebagai buruh

pabrik.

Dalam hal kesejahteraan perekonomian masyarakat, pada
masyarakat Desa Bungah juga hampir merata. Ada keluarga yang pra
sejahtera dan ada juga yang sangat sejahtera. Hal ini dikarenakan
berbedanya tingkat kreatifitas dan tingkat pendidikan masyarakat.
Akibatnya tembus pada perekonomian mereka. Adapun tingkat
kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa Bungah dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Tingkat Kesejahteraan

No Kesejahteraan Keluarga Jumlah

I Keluarga pra sejahtera 388 keluarga

2. Keluarga sejahtera 1 675 keluarga

3. Keluarga sejahtera 2 594 keluarga

4. Keluarga sejahtera 3 211 keluarga

5. Keluarga sejahtera 3 plus 1 keluarga
Total jumlah Kepala Keluarga 1.869 keluarga

(Sumber: Arsip data Desa Bungah)

Dari data diatas, menunjukkan bahwa yang paling banyak adalah
tingkat keluarga sejahtera 1 dengan total jumlah sebanyak 675
keluarga, tingkatan ini sudah tergolong pada perekonomian menengah

keatas. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwasannya produktifitas
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masyarakat Desa Bungah tergolong maju. Adapun golongan
masyarakat yang masuk pada kategori keluarga pra sejahtera ialah
masyarakat yang ekonominya pas-pasan, dalam hal ini masyarakat
yang mata pencahariannya bersumber dari pekerjaan becak, kuli
bangunan, atau karyawan pengrajin.

5. Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Bungah menganut ajaran Islam,
terdapat 2 ormas yang ada di desa ini, NU dan Muhammadiyah. Ormas
Muhammadiyah sebagian besar berada di wilayah Dusun
Nongkokerep, sedangkan untuk ormas NU menyebar di seluruh Desa
Bungah. Kedua ormas tersebut hidup secara berdampingan dan saling
menghargai satu sama lain.

Dalam hal keagamaan, masyarakat Desa Bungah juga memiliki
kegiatan yang cukup padat, hal ini ditunjang dari adanya kesadaran
masyarakat akan pentingnya ilmu dibidang spiritual. Adapun kegiatan
keagamaan yang ada di Desa Bungah terdapat yasinan/senenan,

tahlilan, diba'an, dan ceramah agama.

B. Pemilik Songkok Dan Pekerja Anak Di Dusun Bungah Desa Bungah
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Dari keseluruhan jumlah data sebanyak 1.869 Kartu Keluarga yang

ada di Desa Bungah, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah

pengrajin. Di Dusun Bungah sendiri terdapat beberapa pengrajin (pemilik
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songkok) yang tersebar. Berikut nama-nama pengrajin (pemilik) songkok

yang ada di Dusun Bungah Desa Bungah:

Tabel 1.7 Daftar Pengrajin Songkok Dusun Bungah Desa Bungah

No Nama Pengusaha Songkok Brand Songkok | Pekerja Anak
Yang Mempekerjakan Anak
1. Mas Rofik Aswad, HM, 3
Tarbiyah

2. Mas Hamdi Sarang Burung, 4
Raja Bintang

3. Bapak Mas'Udi Pondok Gede, 1
Abadi, Turki

(Sumber: Hasil Observasi)

Dari tabel di atas, di Dusun Bungah sendiri terdapat 8 anak yang

bekerja pada pengrajin songkok. Peneliti berusaha mengambil sampel

untuk diwawancarai dari salah satu pengrajin (pemilik) songkok di Dusun

Bungah tersebut beserta anak yang bekerja didalamnya. Berikut daftar

responden yang telah diwawancarai:

1. Mas Hamdi.

Mas Hamdi adalah anak dari Alm. Bapak H. Ipung dan Ibu

Munawwar. Beliau anak ketiga dari 4 bersaudara, Mas Hamdi

merupakan pewaris usaha dari bapaknya. Beliau masih lajang, berumur

24 tahun. Adapun alasan Mas

Hamdi mempekerjakan anak

dimaksudkan untuk pendidikan karakter, dengan tujuan agar anak

yang bekerja mempunyai pemikiran yang baik, mampu bergaul dan
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bersosialisasi, hemat dan tidak menghambur-hamburkan uang. Selain
itu tujuan Mas Hamdi mempekerjakan anak juga karena ingin
membantu tetangga-tetangganya. Adapun tempat produksi songkok
milik Mas Hamdi berada di 2 tempat, yakni rumah orang tuanya dan
gudang yang tak jauh dari rumahnya.

. Yoga.

Adalah salah satu anak yang membantu orang tuanya bekerja di
songkok milik Mas Hamdi. Berumur 15 tahun, anak kedua dari Alm.
Bapak Amrozi dan lbu Khomsatun. Karena keterdesakan ekonomi
keluarga, Yoga turut membantu ibunya bekerja setiap hari untuk
ningkemi (packing) dan ngesum (menjahit dan menggabungkan bagian
bawah) songkok. Pekerjaan yang dilakukan lbu Khomsatun dan
anaknya di kerjakan dirumah sendiri. Garapan (pekerjaan) diambil dari
gudang produksi songkok kemudian dibawa pulang kerumah.

Idhom.

Merupakan salah satu anak berumur 14 tahun yang bekerja di
songkok milik Mas Hamdi. Dia anak kelima dari pasangan Bapak
Khusaini dan 1bu Nikmatul Choiroh. Setiap hari setelah sekolah,
Idhom selalu datang ke tempat produksi songkok untuk ningkemi. Dia
ingin membantu perekonomian keluarga, ingin mandiri dan tidak ingin
terlalu merepotkan orang tuanya. Atas dasar tersebut Idhom rela

menyisihkan waktunya untuk bekerja.
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4. Ruddin.

Merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Ahsan dan Ibu
Ulfah, dia berumur 16 tahun, setiap hari setelah sekolah, biasanya dia
menjahit bos-bosan (komponen songkok bagian dalam). Menurut
penulis. Keluarga Bapak Ahsan tergolong keluarga yang mampu.
Ruddin sendiri ikut bekerja di songkok milik Mas Hamdi karena ingin
mandiri dan ingin membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah
yang didapat dari menjahit nantinya ditabung atau buat mencukupi
kebutuhan yang lain.

5. Diki.

Salah satu anak berumur 16 tahun yang bekerja pada songkok
milik Mas Hamdi. Diki merupakan anak keempat dari pasangan Bapak
Mukhlisin dan 1bu Samsiyah. Dia membantu orang tuanya dengan ikut
bekerja ningkemi dan ngerakit (merakit) songkok di industri songkok
milik Mas Hamdi. Dia bekerja karena keterdesakan ekonomi keluarga,
selain itu Diki juga ingin mandiri dan ingin mengetahui proses dari

pembuatan songkok.

C. Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok Di Dusun Bungah
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Dalam praktik pelaksanaannya, anak yang bekerja pada pengrajin

songkok di Dusun Bungah dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi. Hal

tersebut dikarenakan anak yang bekerja merupakan bentuk dari usaha anak
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dalam membantu perekonomian orang tuanya. Para orang tua juga bekerja

guna menafkahi keluarga. Menurut Mas Rifiqgy Alfian selaku Kepala

Dusun Bungah:

“Di Dusun ini, anak yang masih sekolah sudah terbiasa dapat

mencari uang sendiri, mereka cuma membantu saja, paling banyak

bekerja di pengrajin songkok. Kerjanya juga tidak berat, hanya

mempacking peci, itupun sistemnya kerja borongan, terkadang ada

kerjaan terkadang tidak ada.” %2

Menurut penuturan Mas Rifgy Alfian, bahwa anak yang masih
sekolah dan biasa mencari uang untuk membantu orang tuanya merupakan
suatu hal yang lumrah terjadi. Menurut beliau terdapat 2 praktik dalam
pelaksanaan anak yang bekerja, antara lain:

1. Anak yang membantu perekonomian keluarga dengan cara mereka
membantu orang tuanya yang bekerja pada pengrajin songkok. Dalam
praktiknya anak tersebut hanya membantu orang tuanya bekerja pada
pengrajin songkok dan sebelumnya tidak ada akad dengan pengusaha
atau pengrajin. Sehingga imbalan atau upah dianggap sebagai
pemberian atau nafkah orang tua kepada anak.

2. Anak yang bekerja secara langsung pada pengrajin songkok tanpa
perantara orang tuanya. Dalam praktiknya mereka bekerja sebagai

karyawan, nantinya upah mereka ditentukan dari kesepakatan antara

pengrajin dan pekerja anak.

42 Rifqy Alfian (Kasun Bungah), Wawancara, Desa Bungah, 13 Juli 2020.
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Untuk lebih mengetahui secara jelas mengenai pandangan hukum
terhadap praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah,
berikut ini akan dijelaskan hasil wawancara yang diperoleh peneliti:

1. Mas Hamdi
a. Tidak ada izin tertulis dari orang tua atau wali.

Apabila anak hendak atau ingin bekerja tentunya harus
meminta izin terlebih dahulu pada orang tua atau walinya. Hal ini
bertujuan agar para orang tua tau dan dapat memberikan izin
sepenuhnya pada anak.** Mengenai ada atau tidaknya izin tersebut,
berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas Hamdi selaku
pemilik songkok Sarang Burung.

“Di sini tidak ada izin tertulis dari orang tua ataupun wali
mas. Biasanya kalau mau kerja, anak langsung datang
menemui saya untuk meminta pekerjaan, terkadang saya juga
menawarkan pada anak-anak yang saya anggap mampu
bekerja, sekalian bantu tetangga juga. Orang tuanya juga tau
kalau anaknya bekerja di sini.”**

Menurut penuturan dari Mas Hamdi selaku pemilik songkok
Sarang Burung, beliau tidak meminta izin secara tertulis pada
orang tua atau wali dari anak yang bekerja di tempatnya. Beliau
menganggap orang tua atau wali dari anak tersebut sudah
mengizinkan anaknya untuk bekerja. Para orang tua juga tau kalau

anaknya bekerja di tempatnya, sehingga Mas Hamdi menganggap

tidak perlu adanya izin tertulis dari orang tua atau wali anak.

4 Asyraf Muhammad Dawwaba, Muslimah Entrepreneur (Surakarta: Rahma Media Pustaka,
Surakarta, 2009), 48.
4 Hamdi, Wawancara, Desa Bungah, 17 Juli 2020.
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b. Tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau
wali.

Perjanjian kerja atau kontrak merupakan hal penting dalam
suatu ikatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
Kesepakatan dari kedua pihak tersebut nantinya akan mengikat
satu sama lain.

Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan pemilik
songkok dengan orang tua atau wali anak yang bekerja, menurut
Mas Hamdi:

“Tidak ada mas, biasanya anak langsung datang ke area
produksi songkok menemui saya, di situ saya jelaskan
kerjanya gimana, bayarannya berapa. Biasanya kalau anak-
anak saya kasih yang ringan seperti ningkemi (packing), ada
juga yang di bagian menjahit, itu kemauan si anak sendiri,
gitu aja mas gak pakai perjanjian dengan orang tuanya.” *°

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Mas Hamdi
selaku pemilik songkok Sarang Burung tidak melakukan perjanjian
dengan orang tua atau wali dari pekerja anak melainkan Mas
Hamdi melakukan perjanjian secara langsung dengan pekerja anak.

c. Waktu kerja.

Setiap perusahaan pastinya akan menentukan waktu kerja
buat pekerja atau buruhnya, nantinya pekerja tersebut terikat
dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Mengenai jam

kerja yang diterapkan oleh pengrajin songkok Sarang Burung

terhadap karyawannya adalah sebagai berikut:

4 Hamdi, Wawancara, Desa Bungah, 17 Juli 2020.
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“Jam kerja yang saya terapkan ini tidak tetap mas karena
sistem pekerjaannya borongan, tergantung dari rajin atau
tidak nya karyawan saya dan tergantung dari permintaan
pasar, tapi biasanya para karyawan di sini bekerja selama
kurang lebih 6 jam dalam sehari. Itu buat orang dewasa ya
mas. Kerjanya ada yang pagi, siang atau malam. Pokoknya
karyawan tersebut rajin dan mengutamakan kualitas dalam
produksi. Kalau buat anak-anak yang masih sekolah juga
pakai sistem borongan, Cuma dapat dikerjakan setelah
sekolah, yang penting tidak mengganggu proses belajar
mereka. Saya juga berharap kalau kerjaan numpuk, anak-
anak dapat kerja tiap hari meskipun Cuma sejam dua jam.

Biasanya anak-anak senang kalau kerjaan banyak mas, kalau

buat anak-anak waktu kerjanya paling lama 3 jam an mas” %°

Dari wawancara di atas, menunjukkan bahwa pemilik
songkok Sarang Burung juga memperhatikan perkembangan dan
kesehatan pekerja anak, hal ini dibuktikan dari pelaksanaan jam
kerja anak yang bekerja selama kurang lebih 3 jam.

d. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah upaya dalam
menjamin penanggulangan atau pencegahan gangguan kesehatan
yang memerlukan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan.
Pemeliharan  tersebut  dimaksudkan guna  meningkatkan
produktifitas para pekerja agar dapat melakukan tugas secara
maksimal. 4’ Untuk mengetahui adanya jaminan pemeliharaan
kesehatan, berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik

songkok Sarang Burung:

“Kalau masalah keselamatan dan kesehatan di sini standart
saja mas. Kalau sakit karyawan boleh libur, apabila terdapat

4 Hamdi, Wawancara, Desa Bungah, 17 Juli 2020.
47 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori ..., 74.
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kecelakaan ketika melakukan proses produksi saya juga
menyediakan P3K standart seperti perban, plester, obat luka.
Selama ini aman-aman saja mas, gak ada yang sampai
dibawa ke rumah sakit. Resiko kecelakaan mungkin sangat
minim. Saya juga menyediakan makan dan minum bagi

karyawan”.*

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya,
Mas Hamdi menyediakan peralatan dan obat-obatan standart
seperti P3K. Hal ini menunjukkan bahwa Mas Hamdi juga
memperhatikan kesehatan karyawannya.
e. Hubungan kerja
Menurut Erna Susanti, suatu hubungan kerja paling tidak
terdapat 3 unsur didalamnya, yakni adanya pekerjaan, perintah,
dan upah. Apabila tidak memenuhi ketiga unsur tersebut dapat
dikatakan sebagai kerja mandiri, maka dianggap bukan sebagai
pekerja.*® Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas Hamdi
selaku pemilik songkok Sarang Burung:
“Antara pekerja dewasa dengan pekerja anak kurang lebih
sama, mereka berdua berhak memilih bisa di bagian packing
bisa juga di bagian ngerakit atau juga memotong bludru.
Tapi mayoritas kalau pemula biasanya ditempatkan di bagian
packing, nanti kalau sudah berpengalaman dan ingin pindah
ke bagian ngerakit atau pemotongan bludru maka akan
diajari dan dibimbing. Resiko dari bagian pekerjaan tersebut
menurut saya sangat minim mas, yang penting teliti dan hati-
hati kalau bekerja. Mengenai perbedaannya antara pekerja
dewasa dengan anak hanya ada di jam kerja. Kalau pekerja
dewasa biasanya bekerja lebih lama dibanding dengan

pekerja anak. Mengenai gajinya, tiap bagian beda-beda,
kalau bagian packing, per kodi (20 biji) dibayar 5000 Rupiah.

48 Hamdi, Wawancara, Desa Bungah, 17 Juli 2020.

49 Erna Susanti, “Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial Dalam Melindungi Pekerja
Untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menutur UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan”, Jurnal Risalah Hukum, No. 2, Vol. 4 (Desember, 2008), 110.
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Biasanya tiap hari anak-anak bisa menyelasaikan pekerjaan
hingga 5-10 kodi. Kalau bagian ngerakit dan menjahit bos-
bosan per kodi (20 biji) dibayar 30.000 Rupiah.” >°

Mas Hamdi menempatkan para pekerja anak kurang lebih
sama dengan pekerja dewasa. Untuk pekerja pemula biasanya
ditempatkan di bagian packing, nanti kalau agak lama dan
berpengalaman bisa di bagian ngerakit atau memotong bludru. Jam
kerjanya yang berbeda. Pekerjaan yang dilakukan juga tidak
memberatkan anak-anak. Mereka tinggal melaksanakan tugas yang
diberikan oleh Mas Hamdi, selanjutnya hasil dari yang mereka
lakukan dibayar dengan upah yang jelas.

f. Kontrak kerja.

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian
antara pekerja dengan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik
untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang
memuat Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan
perusahaan. °* Berikut hasil wawancara peneliti dengan Mas
Hamdi:

“Kontrak karyawan yang dilakukan pengrajin songkok di

dusun Bungah, termasuk yang saya terapkan biasanya

memakai sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu

(PKWTT) atau perjanjian kerja harian lepas yang upahnya

diberikan berdasarkan pada jumlah garapan/pekerjaan yang

telah diselesaikan karyawan. Kontrak kerja dilakukan secara
lisan/tidak tertulis. Tidak ribet mas. Saya selaku pengusaha

akan memberikan arahan pekerjaan dan upah dalam jumlah
yang disepakati oleh pekerja. Kemudian tugas karyawan

0 Hamdi, Wawancara, Desa Bungah, 17 Juli 2020.
51 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori ..., 79.
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cukup menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab,
dalam artian kalau ada garapan bisa bekerja dengan baik dan
para pekerja berhak mendapatkan upah sesuai jumlah yang
sudah disepakati. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa
cukup diselesaikan secara musyawarah.”

Kontrak kerja yang dilakukan pemilik songkok Sarang
Burung dengan para pekerjanya berbentuk lisan/tidak tertulis.
Kedua pihak saling percaya satu sama lain. Dalam melakukan
kontrak kerja juga tidak ribet asal kewajiban satu sama lain tetap
dipenuhi.
2. Yoga

“Saya cuma membantu ibu ningkemi saja, ibu juga mengizinkan
kalau saya membantu dan Mas Hamdi juga tau kalau setiap hari
saya membantu ibuk ningkemi sogkok. Saya membantu ibuk di
waktu luang mas, pekerjaan yang dilakukan ibuk dapat
dikerjakan di rumah, biasanya sepulang sekolah saya membantu
sedikit, terus bermain sama teman-teman, nanti malam juga
membantu lagi. Kalau ditotal per harinya biasanya 3-4 jam mas.
Dalam melaksanakan pekerjaan biasanya saya bagi 2 sama ibuk.
Kalau upah saya serahkan ke ibuk mas, biasanya perbulan saya
dikasih 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Mengenai jaminan
kesehatan saya sendiri kalau sakit istirahat saja di rumah, selama

ini tidak ada sakit serius ketika saya membantu ibu bekerja.”>2
Dari pernyataan Yoga di atas, menunjukkan bahwa dirinya hanya
sekedar membantu orang tuanya bekerja. Orang tuanya tau dan
mengizinkan Yoga ikut serta dalam melakukan pekerjaan. Waktu kerja
cukup fleksibel, bisa dilakukan seusai sekolah dan bisa dilakukan
ketika malam hari. Pekerjaan tersebut tidak mengganggu Yoga dalam

hal belajar dan bermain. Menurut Yoga tidak ada perjanjian khusus

antara pengusaha dengan dirinya, upah yang diberikan kepada Yoga

52 'Yoga, Wawancara, Desa Bungah, 20 Juli 2020.
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juga merupakan pemberian dari orang tuanya atas dasar nafkah kepada
anak.
3. Idhom

“Orang tua tau dan mengizinkan, cuma gak pakai izin tertulis
gitu mas. Dulunya waktu saya ingin bekerja, waktu itu saya
langsung datang ke Mas Hamdi bilang ingin ningkemi, terus
dikasih tau mengenai kerjanya dan upahnya. Saya bekerja
biasanya sepulang sekolah dari jam 2 sampai menjelang
maghrib, terus malamnya saya belajar, kadang bermain hp sama
teman-teman. Di sini juga ada kesepakatan kerjanya mas, kita
sama-sama butuh. Kalau saya gak kerja ya gak ada penghasilan.
Nanti dimarahin juga sama Mas Hamdi. Mengenai upahnya,
perkodi (20 biji) dibayar 5000 Rupiah. Tiap hari kalau
pekerjaannya lancar saya bisa dapat 5-7 kodi mas. Kalau bulan
Ramadhan malah banyak lagi. Kalau masalah kesehatan ketika
saya sakit ya istirahat saja di rumah. Terkadang salah satu
keluarga Mas Hamdi datang kerumah menjenguk saya, menayain
kabar saya sama membawa makanan dan vitamin.””>

Penuturan dari Idhom, menunjukkan bahwa pekerjaan yang dia
lakukan tidak pakai izin tertulis dari orang tua atau wali, hanya saja
idhom mendapatkan izin secara lisan. Dalam melakukan pekerjaan
juga tidak ada perjanjian khusus antara pengusaha dengan orang
tuanya, Idhom sendiri yang melakukan perjanjian kerja dengan
pengusaha. Waktu kerjanya fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja.
Idhom bekerja di bagian ningkemi, dalam sehari rata-rata idhom
mendapatkan uang sebanyak 30.000 Rupiah.

4. Ruddin

“Kalau izin tertulis tidak ada mas, izin secara lisan saja, orang

tua saya juga mengizinkan. Di sini tidak ada perjanjian kerja

dengan orang tua, saya dulu datang dan main saja ke area
produksi, terus ditawarin Mas Hamdi bekerja, saya menerima

%3 [dhom, Wawancara, Desa Bungah, 20 Juli 2020.
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kemudian saya diajari caranya menjahit bos-bosan, dijelaskan
juga mengenai upahnya. Saya bekerja biasanya setelah sekolah,
atau gak setelah sholat Isya’, kerja nya paling 2-3 jam an mas.
Kalau masalah upah perkodinya dibayar 30.000 Rupiah mas.
Sebelum menjahit, dulunya saya juga dibagian ningkemi. Di sini
juga ada jaminan kesehatannya, kalau saya pernah mengalami
luka jahit di jari tangan, dikasih obat merah sama plester mas.
Sejauh ini juga tidak ada luka serius.”>*

Ruddin bekerja di bagian menjahit bos-bosan, dulunya dia juga
sempat ningkemi di usaha songkok merk Sarang Burung. Motivasi
Ruddin bekerja karena terpengaruh oleh faktor lingkungan dan
pergaulan, tidak ada tekanan ekonomi dari keluarga. Meskipun begitu
Ruddin tetap mendapat izin dari orang tuanya, izin tersebut diberikan
secara lisan tidak secara tertulis. Dalam melakukan hubungan Kerja,
Ruddin melakukannya secara langsung dengan pengusaha tanpa ada
perantara dari orang tua atau walinya. Ketika bekerja dirinya juga
pernah mengalami kecelakaan, tangannya pernah terjahit dan berdarah.
Di tempat produksi sendiri disediakan P3K standart. Masalah seperti
yang di dapat Ruddin dapat tertangani dengan baik.

5. Diki
“Saya bekerja ikut Mas Hamdi tidak pakai izin tertulis gitu, yang
penting orang tua mengizinkan dan tau, di sini tidak ada
perjanjian kerja dengan orang tua saya mas, saya dulu langsung
datang ke Mas Hamdi bilang ingin ikut bekerja karena disuruh
orang tua membantu perekonomian keluarga, sekaligus saya juga
ingin belajar menjahit songkok. Dalam bekerja saya biasanya
mulai dari jam 19:00 setelah sholat Isya’ sampai 22.00 malam
mas dan upah tergantung dari banyaknya pekerjaan, terkadang
banyak terkadang sedikit. Pokoknya kalau ningkemi tiap kodi (20

biji) dibayar 5000 Rupiah, kalau ngerakit tiap kodi dibayar
30.000 Rupiah. Kalau masalah jaminan kesehatan standart saja

% Ruddin, Wawancara, Desa Bungah, 20 Juli 2020.



67

mas, kalau sakit boleh istirahat dirumah, masuk lagi kalau badan
sudah bugar, ada P3K juga di sana buat jaga-jaga.””®

Menurut penyataan dari Diki, ketika ingin bekerja dia sudah
mendapatkan izin dari orang tuanya. Akan tetapi izin tersebut tidak
diberikan secara tertulis. Diki bekerja di 2 bagian, yakni ningkemi dan
ngerakit, dalam mengatur waktu kerjanya setiap hari Diki bekerja
selama 3 jam, jam kerja tetap fleksibel. Dalam mensiasati 2 bagian
tersebut menurutnya cukup mudah, apabila tidak ada pekerjaan di
bagian ningkemi, dia ngerakit. Begitupun sebaliknya. Apabila di 2
bagian tersebut banyak pekerjaan, dapat dipilih salah satu.

Dari wawancara diatas, ketentuan dalam hal hubungan kerja juga
cukup jelas, terdapat unsur pekerjaan, perintah dan upah didalamnya.
Pekerjaan dilakukan secara borongan dan mengenai upah telah disepakati
kedua pihak. Pekerjaan bisa saja banyak juga bisa sedikit, apabila
pekerjaan banyak atau istilahnya banyak garapan, anak-anak dalam sehari
bisa ngepacking songkok hingga 7 kodi, apabila dikalikan 7x5000
hasilnya 35.000. Selain itu, pekerjaan mereka juga bisa diteruskan esok

hari apabila tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu itu juga.

D. Orang Tua Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok Di Dusun Bungah
Desa Bungah
Masyarakat Desa Bungah sendiri mayoritas bekerja sebagai

pengrajin, ada yang mempunyai usaha kerajinan sendiri dan ada juga yang

%5 Diki, Wawancara, Desa Bungah, 20 Juli 2020.
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ikut bekerja pada pengrajin, dari pekerjaan yang dilakukan tersebut,
penghasilan yang didapat masyarakat terkadang banyak juga terkadang
sedikit. Hal ini dikarenakan dari adanya sistem kerja borongan. Sistem
kerja tersebut membuat penghasilan menjadi tidak pasti karena pekerjaan
yang dilakukan tergantung dari permintaan pasar, nantinya hal tersebut
juga berimbas terhadap anak. Para orang tua tentunya memiliki kewajiban
guna menafkahi anak nya. Oleh karena itu peneliti akan mewawancarai
orang tua yang anak nya juga ikut bekerja, terkhusus pada pengrajin
songkok milik Mas Hamdi, berikut adalah daftar responden yang telah
diwawancarai:
1. Ibu Khomsatun.
Ibu Khomsatun adalah orang tua kandung dari Yoga. Beliau
berumur 46 tahun. Semenjak kematian suaminya Alm. Bapak Amrozi
2 tahun yang lalu, Ibu Khomsatun banting tulang mencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Beliau mempunyai
2 anak, yang pertama masih mengenyam pendidikan di Perguruan
Tinggi Madura, dan yang kedua masih berumur 15 tahun atau
mengeyam pendidikan pada tingkat SLTA.
Adapun menurut penuturan Ibu Khomsatun mengenai anaknya,
Yoga yang membantu bekerja adalah sebagai berikut:
“Saya sebenarnya gak tega kalau melihat Yoga ikut andil dalam
pekerjaan yang semestinya saya kerjakan, tapi mau gimana lagi
mas, kondisi memaksa Kkita untuk seperti ini. Ketika membantu
pekerjaan saya, Yoga hanya membantu mempacking mas. Kalau

saya ngesum. Jadi saling bahu-membahu dan berbagi saja, hasil
dari Yoga membantu nanti uangnya dibuat untuk bayar sekolah
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sama buat kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah tercukupi mas
meskipun Yoga juga harus berkorban demi dirinya sendiri.” *®

Penuturan Ibu Khomsatun di atas menunjukkan kerjasama antara
anak dan orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alasan
Ibu Khomsatun sendiri yang memperbolehkan anaknya membantu
melakukan pekerjaan karena adanya keterbatasan fisik, selain itu juga
karena faktor keterdesakan ekonomi keluarga. Orang tua dan anak
hanya sebatas saling membantu, di dalam pemenuhan hak dan
kewajiban mereka masih tetap sama. Orang tua berusaha mencukupi
dan menafkahi kebutuhan anak. Sedangkan anak, berusaha membantu
orang tuanya.

2. lbu Nikmatutul Choiroh.

Merupakan orang tua kandung dari Idhom, berumur 52 tahun.
Beliau istri dari Bapak Chusaini. Ibuk Nik merupakan seorang
pedagang, beliau menjual jajan di sekolah, terkadang juga berkeliling
kampung. Sedangkan Bapak Khusaini merupakan seorang penjahit.
Mereka berdua dikaruniai 6 anak.

Adapun pendapat Ibu Nikmatul Choiroh mengenai anaknya,
Idhom yang bekerja pada pengrajin songkok adalah sebagai berikut:

“Sudah biasa mas, dari anak pertama juga sejak kecil dulunya

ikut bekerja di pengrajin songkok. Awal mereka bekerja itu

ketika memasuki pendidikan tingkat SMP. Hitung-hitung buat
bantu keluarga mas. Kalau kebutuhan mereka terkait pendidikan,

kesehatan saya yang tanggung. Selain itu mereka bekerja juga
saya ajarkan untuk mandiri, uang yang mereka dapat nantinya

%6 Khomsatun, Wawancara, Desa Bungah, 23 Juli 2020.
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dibuat untuk kebutuhan pribadi mereka, misal beli hp, ngopi,
atau yang lain.”®’

Menurut Ibu Nikmatul, beliau ingin mendidik anaknya untuk
mandiri, selain itu juga anak yang bekerja dimaksudkan dapat
membantu meringankan beban orang tua. Dengan anak bekerja, anak
juga memperoleh uang tambahan sendiri tanpa bergantung pada orang
tua.

3. Ibu Maria Ulfah.

Orang tua kandung dari Ruddin. Beliau istri dari Bapak Ahsan,
berumur 42 tahun. lbuk Ulfah merupakan seorang ibu rumah tangga,
sedangkan suaminya, Bapak Ahsan seorang wiraswasta, mempunyai
mesin bordir yang mana difungsikan untuk membordir bludru
songkok. Mereka dikaruniai 2 anak.

Berikut pendapat Ibu Ulfah tentang Ruddin yang bekerja pada
pengrajin songkok:

“Ruddin ningkemi dan jahit itu karena kemauannya sendiri mas.

Dulu waktu izin ke saya bilangnya ingin mandiri, sama ingin

nyari pengalaman. Ya saya izinin cuma harus seimbang dengan

pendidikan di sekolahnya. Uang yang didapat nanti bisa
ditabung, kalau buat kebutuhan sehari-hari kita cukupi,
begitupun dengan pendidikannya. Alhamdulillah mas, dengan

Ruddin begitu setidaknya dia tau makna kerja keras.”®

Ibu Ulfah mengizinkan anaknya bekerja karena keinginan anak

itu sendiri. Di lain sisi anak tersebut juga ingin merasakan dunia kerja.

Meskipun begitu, lbu Ulfah tetap mencukupi semua kebutuhan

57 Nikmatul Choiroh, Wawancara, Desa Bungah, 23 Juli 2020.
%8 Maria Ulfah, Wawancara, Desa Bungah, 25 Juli 2020.
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anaknya. Dengan anak nya bekerja, lIbu Ulfah berharap agar anak nya
memiliki pemikiran dan wawasan yang lebih luas.
4. lbu Syamsiyah
Merupakan orang tua kandung dari Diki. Beliau istri dari Bapak
Mukhlisin, berumur 53 tahun. Ibu Syamsiyah bekerja di songkok milik
H. Mas’udi, beliau bekerja di bagian ngesum. Sedangkan Bapak
Mukhlisin merupakan seorang sopir, sekaligus memiliki usaha telur
asin. Mereka dikaruniai 6 anak.
Menurut penuturan beliau tentang Diki yang ikut bekerja pada
pengrajin songkok, adalah sebagai berikut:
“Diki ningkemi kadang juga ngerakit di usaha songkok milik
Mas Hamdi untuk membantu ekonomi keluarga sekaligus untuk
pendidikan mas, anak saya kan banyak, dari anak pertama juga
sudah kami didik untuk mandiri. Ningkemi dan ngerakit juga gak
sulit, yang penting istigomah, nanti hasilnya buat uang jajan
tambahan. Intinya saling membantu saja antara anak dan orang
tua, kalau pendidikan, kesehatan kami tanggung. Selain itu, Diki
ningkemi dimaksudkan juga agar dia bisa belajar tentang tahapan
atau proses dari pembuatan songkok. Dulunya, bapak juga
mempunyai usaha songkok, namun sekarang bangkrut mas, siapa
tau, mungkin Diki bisa sukses di usaha songkok tersebut.”*
Menurut penuturan dari lbu Syamsiyah, bahwa antara orang tua
dan anak memang mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama
harus dilakukan. Dengan mengizinkan anak bekerja, bukan berarti
orang tua lepas tanggung jawab pada anaknya, orang tua hanya sekedar

mengajarkan atau mendidik anaknya agar mereka bisa saling

membantu. Apabila anak bekerja, orang tua juga akan memantau anak

%9 Syamsiyah, Wawancara, Desa Bungah, 26 Juli 2020.
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nya, mengecek pekerjaan yang dilakukan anak, yang mana sudah
sesuai apa belum dengan resiko yang dialaminya. Selain itu, alasan Ibu
Syamsiyah mengizinkan anak nya bekerja juga agar anak nya belajar
dan mengetahui proses-proses pembuatan songkok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pihak yang terkait
mengenai praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun Bungah
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, anak yang bekerja
dirasa sangat membantu perekonomian orang tuanya, karena ketika anak
mampu mencari uang sendiri mereka jadi tidak terlalu bergantung pada
orang tuanya, anak akan mandiri dan dilain sisi mereka juga diajarkan
untuk saling membantu dan menemani keluarganya baik dalam keadaan

suka maupun duka.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEKERJA ANAK PADA
PENGRAJIN SONGKOK DI DUSUN BUNGAH DESA BUNGAH
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin Songkok Di Dusun
Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Anak adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga dengan baik.
Kehadiran anak merupakan anugerah terindah yang diharapkan oleh setiap
Pasangan. Ketika lahir, anak akan menyandang status hukum yang
berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Hal tersebut akan
menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak.
Hak dan kewajiban tersebut harus terpenuhi agar di dalam berkeluarga
terwujud suatu kehangatan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Di antara hak dan kewajiban orang tua (suami istri), adalah
pemenuhan nafkah keluarga. Nafkah tersebut merupakan hak anak yang
harus dipenuhi oleh orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Selain
itu para orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab pada anaknya
untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya.

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
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4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti

pada Anak.%°

Dari keempat poin di atas, pelaksanaan teknisnya dapat dilakukan
dengan cara melindungi dan memastikan keamanan anak, menyediakan
tempat tinggal yang baik dan layak, memberikan konsumsi yang bergizi
serta pakaian yang layak, memberikan dan memilih bentuk pendidikan
terbaik bagi anak, memastikan kebutuhan finansial terpenuhi, dan

memastikan kesehatan anak.

Namun fakta yang terjadi di Dusun Bungah Desa Bungah
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdapat beberapa anak yang
bekerja dengan maksud membantu orang tuanya yang kurang mampu
dalam memberikan kebutuhan finansial pada anak. Kondisi tersebut
menyebabkan anak turut serta bekerja pada pengrajin songkok. Hal ini
menujukan bahwa kodrat anak tidak hanya belajar dan bermain saja.
Seiring situasi dan kondisi pada zaman yang berbeda, diikuti dengan
tingginya harga kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari yang kian
mahal, anak menjadi korban dalam keikutsertaanya membantu

perekonomian keluarga.

Jumlah penduduk Dusun Bungah Desa Bungah yang memiliki usaha
songkok terdapat sebanyak 8 orang, dan jumlah anak yang bekerja pada

pengrajin songkok di Dusun Bungah Desa Bungah terdapat sebanyak 8

60 pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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anak. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 5 responden untuk dimintai
data, yakni 1 pengrajin songkok (pemilik) dan 4 anak yang bekerja
didalamnya. Guna melengkapi data, peneliti juga melakukan wawancara
dengan orang tua anak yang bekerja pada pengrajin songkok. Di Dusun
tersebut rata-rata anak yang bekerja berusia 14-16 tahun, mereka masih
mengenyam pendidikan formal pada tingkat SLTP dan SLTA. Faktor-
faktor yang melatarbelakangi terjadinya anak bekerja di Dusun tersebut
disebabkan karena rendahnya ekonomi keluarga dan adanya faktor
lingkungan atau pergaulan yang menyebabkan anak menjadi ikut-ikutan

bekerja.

Dari data responden yang telah diwawancarai, dapat dilihat bahwa
pekerjaan orang tua mayoritas adalah wiraswasta yang ekonominya dirasa
masih kurang menghasilkan apabila dilakukan oleh orang tua (suami istri)
saja. Faktor lain adalah faktor lingkungan, dari kecil anak-anak di Dusun
Bungah memang diajarkan agar dapat membantu orang tuanya, apalagi
dengan banyaknya pengrajin songkok di Dusun tersebut, tentunya akan
dimanfaatkan menjadi peluang kerja bagi anak. Adapun motivasi anak
dalam bekerja ada yang ingin membantu orang tua, ada yang ingin belajar
dan memahami proses pembuatan songkok, dan ada juga yang ingin
mandiri serta tidak ingin terlalu bergantung pada orang tuanya. Dari
lingkungan keluarga, teman-teman sebaya tersebut, muncullah peran anak

untuk bekerja pada pengrajin songkok.
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Dari data penelitian yang telah diperoleh, bentuk pekerjaan yang
diberikan kepada anak merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan, anak
diberi kesempatan memilih posisi atau bagian dalam proses pembuatan
songkok, terdapat bagian packing, ngerakit, dan memotong bludru. Resiko
kecelakaan dari ketiga bagian produksi tersebut dirasa sangat minim.
Selanjutnya tidak ada jam kerja yang diberlakukan karena sistem
pendapatan upah/gaji dilakukan secara borongan. Apabila anak tidak
bekerja maka mereka tidak akan memperoleh upah. Pekerjaan dapat
dilakukan kapan saja, boleh pagi, siang, sore atau malam. Hal tersebut
merupakan keuntungan yang didapat oleh anak, mereka dapat melakukan

pekerjaan secara fleksibel.

Dari data responden yang telah diperoleh, menurut mereka ketika
anak membantu orang tuanya dengan cara bekerja, hak dan kewajiban
anak dalam belajar dan bermain sama sekali tidak terganggu. Pekerjaan
yang mereka geluti tidak dibatasi waktu dan dapat dikerjakan diwaktu
senggang. Anak yang membantu dengan cara bekerja merupakan
ungkapan rasa kasih sayang, rasa taat anak kepada orang tua dan mereka
tetap setia menemani keluarganya baik dalam keadaan suka maupun duka.
Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “setiap anak
berkewajiban untuk menghormati orang tua, mencintai keluarga,

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”
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Penerapan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur pada bab
X yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya.”®! Kemudian dijelaskan juga batasan orang
tua dalam mengasuh dan mendidik anak berlaku sampai anak kawin atau
dapat berdiri sendiri.®?> Dalam pelaksanaannya walaupun anak membantu
bekerja, orang tua juga tidak meninggalkan kewajibannya dalam
menafkahi anak. Dalam hal kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal,
membayar tagihan pendidikan, memberikan makanan pada anak, dan lain-
lain juga dipenuhi oleh orang tua. Akan tetapi, karena banyaknya
kebutuhan tersebut, mereka juga mengalami kesulitan dalam
memenuhinya. Oleh karena itu mereka mengizinkan anak nya bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, pemenuhan tersebut hanya
sebatas tambahan uang jajan. Selain itu, para orang tua mengizinkan anak
mereka bekerja juga untuk mendidik dan agar dapat saling tolong

menolong serta mengajarkan kemandirian pada anak.

Anak yang bekerja di Dusun Bungah tersebut, selain bekerja mereka
juga masih mengenyam pendidikan. Ketika orang tua mengizinkan atau
menyuruh anaknya bekerja dengan tujuan mendidik dan pekerjaan yang
dilakukan tanpa menimbulkan kerusakan bagi fisik, jiwa dan mental anak,
maka diperbolehkan karena pekerjaan tersebut didasari atas keinginan

membantu orang tua, melatih keterampilan, dan belajar untuk bertanggung

61 Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
62 Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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jawab. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait pekerjaan yang dibolehkan
bagi anak, di pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang berumur antara
13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun boleh
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan

dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

. Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pekerja Anak Pada Pengrajin
Songkok Di Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik

Anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat,
dan keluarga. Kewajiban dalam melindungi hak-hak anak harus dilakukan
secara  berkelanjutan agar dapat menjamin  pertumbuhan dan
perkembangan anak, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Tindakan ini
dimaksudkan untuk mewujudkan dan memfasilitasi anak agar kebutuhan
hidupnya terpenuhi dan diharapkan nantinya anak dapat menjadi generasi
penerus bangsa yang potensial, berjiwa nasionalis dan berakhlak mulia.
Upaya dalam melindungi hak anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni
mulai dari dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Bertitik tolak pada
konsepsi perlindungan anak yang utuh dan komprehensif, maka kewajiban
dalam melindungi anak dilakukan berdasarkan asas-asas:
1. Tidak diskriminasi.

2. Kepentingan terbaik bagi anak.
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3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.5?

Praktik pelaksanaan anak yang bekerja pada pengrajin songkok di
Dusun Bungah Desa Bungah, dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Anak yang membantu perekonomian keluarga dengan cara mereka
membantu orang tuanya bekerja pada pengrajin songkok. Dalam
praktiknya anak tersebut hanya sebatas membantu tanpa ada imbalan
atau akad sebelumnya.

2. Anak yang bekerja secara langsung pada pengrajin songkok tanpa
perantara orang tuanya. Dalam praktiknya mereka bekerja sebagai
karyawan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pekerja anak
merupakan salah kelompok anak yang berhak mendapatkan perlindungan
khusus. Pada pasa 59 Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwasannya pemerintah dan lembaga Negara lainnya
berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak,
adapun perlindungan khusus tersebut diberikan kepada anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat, anak dari
kelompok minoritas dan terisolir, anak yang dieksploitasi secara ekonomi

maupun seksual dan anak yang di perdagangkan.

8 Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
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Ketentuan mengenai anak yang bekerja di dalam Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak diatur secara jelas dan
detail. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya memaparkan bentuk
perlindungan yang harus diberikan kepada anak, salah satunya

perlindungan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi.

Anak yang bekerja berpotensi mengalami kekerasan atau eksploitasi
oleh oknum yang mempekerjakan mereka. Oleh sebab itu, pada pasal 66
dijelaskan bahwa “pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga
swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi
terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.” Hal tersebut ditujukan
untuk mengurangi dan mengahapus maraknya eksploitasi anak dalam hal
ekonomi. Kemudian pada pasal 72 ayat (6) disebutkan bahwa “peran dunia
usaha dalam perlindungan anak dilakukan melalui kebijakan perusahaan
yang berprespektif anak dan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak
melalui tanggung jawab sosial perusahaan.” Kalimat tersebut mempunyai
arti bahwa para pelaku usaha harusnya tidak perlu untuk merekrut tenaga
kerja anak, dalam membantu memenuhi hak-hak anak perusahaan dapat

memberikan dana bantuan sosial atau yang sejenisnya.

Pada dasarnya pengusaha memang dilarang mempekerjakan anak.
Hal ini tertuang dalam pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Dapat dikatakan anak apabila umur mereka

masih di bawah 18 tahun. Akan tetapi, di dalam pasal 69 ayat (1) terdapat
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pengecualian yang menyebutkan bahwa “anak yang berusia antara 13 (tiga
belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Kemudian pada pasal 69 ayat (2)
berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha
setelah syarat dalam pasal 69 ayat (1) terpenuhi, pengusaha yang

mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. lzin tertulis dari orang tua atau wali.

2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.

3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.

4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
5. Keselamatan dan kesehatan kerja.

6. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan

7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.%*

Dari hasil penelitian yang diperoleh, setelah penulis melakukan
observasi dan wawancara kepada responden, menunjukkan bahwa dalam
praktik hubungan kerja antara pengusaha (pemilik songkok) dengan anak
yang bekerja, ditemukan beberapa bentuk ketidaksesuaian persyaratan
kerja sebagaimana ditentukan pasal 69 ayat (2). Ketidaksesuaian atau

penyimpangan tersebut antara lain:

Pertama, tidak adanya izin tertulis dari orang tua atau wali.

Persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 69 ayat (2)

64 Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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butir a, menyebutkan bahwa apabila anak akan bekerja harus terlebih
dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua atau walinya.
Dalam praktik anak yang bekerja pada pengrajin songkok di Dusun
Bungah Desa Bungah memang memperoleh izin dari orang tuanya, namun
izin tersebut diberikan secara lisan, tidak secara tertulis. Dengan demikian,
yang dilakukan pemilik songkok tidak sejalan dengan pasal 69 ayat (2)
huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
karena pemilik songkok tidak mendapatkan izin secara tertulis dari orang

tua atau wali.

Kedua, tidak ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua
atau wali. Perjanjian kerja merupakan hal penting dalam suatu ikatan
antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kesepakatan dari kedua
pihak nantinya akan mengikat satu sama lain. Adapun anak yang masih
dibawah umur dapat dikatakan belum cakap hukum, oleh karena itu
tindakannya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Dari
penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pengusaha atau
pemilik songkok tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau
wali anak, tetapi pengusaha melakukan perjanjian kerja secara langsung
dengan pekerja anak. Maka yang telah dilakukan pemilik songkok tersebut
tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat (2) huruf b Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ketiga, tidak ada pembagian penempatan kerja yang jelas bagi

pekerja anak. Dalam hal ini masuk dalam hubungan kerja antara
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pengusaha dengan buruh atau pekerja. Hubungan kerja yang tidak jelas
dalam praktik pekerja anak pada pengrajin songkok tersebut dapat
diketahui dari tidak adanya pemisahan tempat atau bagian kerja antara
pekerja anak dengan pekerja dewasa. Antara pekerja anak dengan pekerja
dewasa di sama ratakan, keduanya diberi izin untuk dapat memilih bagian
produksi sesuai dengan yang diharapkan mereka. Meskipun menurut
pemilik songkok resiko kecelakaan dari tiap bagian itu kecil, akan tetapi
menurut penulis tidak sewajarnya jika pekerja anak ditempatkan di bagian
yang susah seperti pada bagian ngerakit, tentu resiko kecelakaan yang
dialami pekerja anak juga akan meningkat karena pada bagian tersebut
apabila anak kurang teliti dan kurang hati-hati maka bisa saja anak
mengalami kecelakaan Kkerja seperti tangannya terjahit. Dengan demikian,
menurut penulis apa yang telah dipraktikkan pemilik songkok juga telah
menghiraukan keselamatan pekerja anak. Maka dalam hal ini praktik yang
dilakukan tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 69
ayat (2) huruf e dan f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

Terlepas dari ketidaksesuaian atau penyimpangan tersebut, akan
tetapi menurut penulis pekerjaan yang dilakukan anak pada pengrajin
songkok merupakan pekerjaan yang ringan dan mudah dilakukan, hal ini
tentunya sejalan dengan ketentuan pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian pekerjaan yang

dilakukan juga tidak dikategorikan pada bentuk pekerjaan yang



84

membahayakan bagi anak, pekerjaan tersebut merupakan kesepakatan
antara pemilik songkok dengan pekerja anak, di dalam melakukan
pekerjaan tidak ada unsur perbudakan atau kekerasan. Maka dalam hal itu
praktik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 74 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ILO
No. 182 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus
mengenai ketentuan bagi anak yang bekerja pada usia 15 sampai dengan
18 tahun. Namun terdapat suatu penyataan dari seorang konsultan hukum
bernama Umar Kasim dalam artikel usia kerja, yang menyatakan bahwa:
“bagi anak yang berumur 15 sampai 18 tahun sudah boleh bekerja atau
dapat dipekerjakan secara umumnya, akan tetapi tidak boleh dieksploitasi
untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan keselamatan,
kesehatan, maupun moral anak.” Pada usia tersebut, anak sudah dianggap
cakap untuk melakukan hubungan kerja tanpa kuasa atau walinya.
Pernyataan tersebut bersumber dari pasal 2 ayat (3) Kepmenakertrans No.
KEP. 235 /MEN/2003 dan Konvensi ILO No. 138 serta Konvensi ILO No.

182.%°

8 Umar Kasim, “Usia Kerja”, dalam https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5600/usia-
minimum-kerja, diakses pada 1 Oktober 2020.
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Meskipun anak bekerja tersebut diperbolenkan karena pekerjaan
yang dilakukan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, akan tetapi

terdapat juga dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, yakni:

1. Dampak positif
a. Melatih persiapan anak agar ketika mereka sudah dewasa dan ingin
bekerja, mereka tidak kaget dan sudah memiliki pengalaman
bekerja.
b. Meringankan ekonomi keluarga.
c. Belajar bertanggung jawab.
d. Belajar mandiri dan menjadi dewasa.
e. Mempunyai penghasilan sendiri.
2. Dampak negatif
a. Proses belajar anak menjadi sedikit terabaikan atau tersisihkan
karena waktu mereka dibuat untuk bekerja.
b. Akan mudah stress apabila mental anak tersebut cenderung belum
kuat dalam menghadapi tekanan yang ada.
c. Belum dapat mengatur keuangan sehingga penggunaan uang

cenderung bisa saja salah.

Menyikapi proses anak dalam hal belajar dan bermain, memang
mempunyai sisi negatif. Waktu mereka menjadi sedikit tersisihkan buat
bekerja. Akan tetapi penulis melihat bahwa anak yang bekerja pada
pengrajin songkok mereka mempunyai manajemen waktu yang baik.

Antara waktu belajar, bermain dan bekerja sudah diatur sedemikian rupa
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dan teratur. Anak mampu mengatur waktu belajar dan menuntaskan
pengerjaan tugas pelajaran. Anak mampu mengisi waktu luang dengan
bermain sama teman-temannya atau dapat juga digunakan untuk bekerja.
Menurut penulis mereka tau dan jujur pada diri sendiri mengenai prioritas
yang harus didahulukan. Mereka mengerti kalau tugas mereka sebagai
pelajar adalah belajar. Oleh karena itu, hak anak dalam belajar dan
bermain di dalam penelitian ini tidak merasa terlanggar. Selain itu,
pekerjaan yang mereka lakukan juga terdapat edukasi didalamnya dan
dapat diimplementasikan pada kegiatan belajar maupun bermain. Dilain
sisi ketika bekerja, kendala anak bisa saja capek atau letih karena harus
dapat membagi waktu. Namun terdapat juga hal positif didalamnya, anak
yang bekerja mereka akan dapat menghargai waktu, menghargai uang dan
belajar bertanggung jawab. Hal tersebut menurut penulis merupakan

sarana pendidikan anak guna menghadapi masa depan.

Dalam mengahadapi masalah anak yang bekerja, penulis menyikapi
bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam menanganinya, yakni
1. Pendekatan penghapusan.

Merupakan pendekatan yang berdasar dari pemikiran kalau
setiap anak tidak diperbolehkan bekerja dalam kondisi apapun, karena
hakikatnya anak mempunyai hak untuk belajar, bersekolah, bermain,
serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Ketika anak
bekerja, mereka akan dihadapkan pada resiko yang merugikan seperti

diupah murah, rentan eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja,
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rentan terhadap PHK sepihak, serta berpotensi kehilangan akses untuk

mengembangkan diri. Oleh karena itu mempekerjakan anak atau

menjadikan anak sebagai pekerja sesungguhnya dilarang. Terlebih

pada jenis pekerjaan yang dipandang buruk dan berbahaya bagi anak.
2. Pendekatan perlindungan dan pemberdayaan.

Merupakan pendekatan yang berdasar pada jaminan hak sipil,
yang berarti bahwa sebagai manusia dan warga negara tak terkecuali
buat anak mempunyai hak untuk bekerja. Demi menjamin hak dan
perlindungannya maka dilakukan pemberdayaan agar mereka dapat
memahami dan memperjuangkan hak nya.

Setelah penulis menelaah praktik pekerja anak pada pengrajin
songkok di Dusun Bungah Desa Bungah tersebut sebenarnya pekerjaan
yang dilakukan anak boleh dilakukan karena hak anak di dalam keluarga
maupun bekerja tetap terpenuhi. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan
hubungan kerja antara pemilik songkok dengan pekerja anak yang agak
menyimpang. Menyikapi hal tersebut penulis mengacu pada pendekatan
perlindungan dan pemberdayaan, karena anak sebagai warga negara juga
memiliki hak untuk bekerja. Ketentuan hubungan kerja yang tidak sesuai
atau menyimpang tersebut merupakan hak yang harus didapat oleh pekerja
anak dan negara menjamin hak tersebut melalui peraturan
ketenagakerjaan. Agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang perlu
dilakukan pemberdayaan pada sumber daya manusia-nya, tidak perlu

diadakan penghapusan karena pekerjaan yang dilakukan anak pada
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produksi songkok tidak termasuk pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

dan dilarang bagi anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Praktik pelaksanaan anak yang bekerja pada pengrajin songkok di
Dusun Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
dikategorikan menjadi 2 hal yakni: pertama, anak yang membantu
orang tuanya bekerja pada pengrajin songkok, anak tersebut hanya
sebatas membantu orang tuanya tanpa ada imbalan atau akad
sebelumnya. Kemudian yang kedua anak yang bekerja secara langsung
pada pengrajin songkok tanpa perantara orang tuanya, dalam
praktiknya mereka bekerja sebagai karyawan. Perekrutan karyawan
memakai sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PPKWTT) dan
perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Para anak bekerja di bagian
ningkemi, ngerakit, dan memotong bludru. Pekerjaan dilakukan secara
borongan dan dapat dilakukan kapan saja. Oleh karena itu anak dapat
melakukan pekerjaan secara fleksibel tanpa menganggu proses belajar
dan bermain.

2. Secara yuridis praktik pekerja anak pada pengrajin songkok di Dusun
Bungah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik boleh
dilakukan karena hak anak didalamnya tetap terpenuhi dan pekerjaan

yang dilakukan sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.
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13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Meskipun terdapat beberapa
ketentuan yang tidak sesuai atau menyimpang dalam persyaratan
hubungan kerja antara pemilik songkok dengan pekerja anak.
Menyikapi hal tersebut, perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan
sumber daya manusia agar antara pengusaha dan pekerja dapat
mengetahui dan mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Tidak perlu diadakan penghapusan karena
pekerjaan yang dilakukan anak pada produksi songkok tidak termasuk

pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan dilarang bagi anak.

B. Saran

1. Bagi para orang tua, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya
pada anak dengan memberikan nafkah yang cukup bagi mereka dan
berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan anak-anaknya
agar tidak bekerja atau dipekerjakan.

2. Bagi masyarakat atau pengusaha, sebelum merekrut pekerja anak
hendaknya dapat memperhatikan terlebih dahulu syarat-syarat yang
harus dipenuhi dalam mempekerjakan anak. Ketika anak sudah
bekerja, hargai mereka sehingga tidak ada kelakuan yang semena-

mena terhadap pekerja anak.
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